
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, 
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat 11 termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera 
Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 
1959 Nornor 37); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 teotang Pokok-pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor I 09, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor IO Tahun 2004 rentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tamhahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

Mengingat 

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004, Peraruran 
Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
dan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 57 Tahun 2007, rnaka Organisasi 
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagairnana 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 0 l 
Tahun 2006, Peratwan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 
2006, serta Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 
2007, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan ketentuan Peraruran 
Perundang-undangan tersebut; 

b. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ditetapkannya Peraturan Perundang- 
undangan dimaksud pada huruf a tersebut di atas dan agar penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat 
lebih berdaya guna dan berhasil guoa, perlu menetapkan kembali Organisasi dan 
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Latnpung Selatan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf 
b di atas, perlu ditetapk.an dengan Peraturan Daerah; 

TENT ANG 
PEMBENTUKAN., ORGANISASI DAN TATA KERJA 

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

DENGAN RAllMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATILAMPUNG SELATAN, 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

NOMOR 06 T AHUN 2008 



Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN 
TATA KERJA PERANGkAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG 
SELATAN. 

MEMUTUSKAN : 

Denpn Penetujuan Benama 
DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH 

KABUPATENLAMPUNGSELATAN 

Dan 
BuPATILAMPUNGSELATAN 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan K.euangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republi.k 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepubJik 
Indonesia Nomor 4438~; 

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan dan K.ehutarum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi 
Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Peogawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahaa Antara Pemerintah, Pemerintahaa Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4 741 ); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang K.ecamatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 

13. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk 
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

14. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Teknis Organisasi dan Tata K.erja lnspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Organisasi dan Tata K.erja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah. -._ 
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Dalarn Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

I. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

3. Bupati adalah Bupati Larnpung Selatan. 

4. Wakil Bupati adaJah Wakil Bupati Lampung Selatan. 

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 
terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli Bupati, Dinas 
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. 

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Larnpung Selatan. 

9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan. 

I 0. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 
Sekretaris Dewan adaJah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan. 

11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Lampung Selatan. 

12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Larnpung Selatan. 

13. Kepala Dinas Daerah adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan. 

14. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan, terdiri dari Inspektorat, Badan, Rumah Sakit Umum Daerah Kalianda, 
Satuan dan Kantor. 

15. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan, terdiri dari Inspektur, Kepala Badan, Direktur, 
Kepala Satuan dan Kepala Kantor. 

16. Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah adalah Lembaga Lain 
sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, terdiri dari 
Badan dan Sekretariat. 

17. Kepala Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah adalah Kepala 
Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan, terdiri dari Kepala Badan dan Kepala Sekretariat. 

18. Kecamatan adalah Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan; 

19. Camat adalah Camat se-Kabupaten Lampung Selatan; 

20. Kelurahan adalah Kelurahan se-Kabupaten Lampung Selatan; 

21. Lurah adalah Lurah se-Kabupaten Larnpung Selatan; 

22. Jabatan Fungsional adalah kedudu.kan yang menunjukkan tugas, tanggung 
jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan 
Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

Pasal 1 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
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--- ·. 

b. Asisten Bidang Pemerintahaa, membawabi : 

I. Bagian Bina Pemerintahan., membawahi : 
a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum; 
b. Sub Bagian Pertanahan; 
c. Sub Bagian K.etenteraman dan K.etertiban Umum. 

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Deerah, terdiri dari : 

L Sekretariat Daerah. 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat 
Daerah menyelenggarakan fungii : 

a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; 

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah, 
lemba.ga lain sebagai bagian dari perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan; 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; 

d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan 

e. pelaksaaaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsi Sek:retariat Daerah. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 6 

Paragraf 4 
Fungsi 
Pasal 5 

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam 
menyusun kebijalcan dan mengkoorclinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis 
Daerah, Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Penmgkat Dserah, Kecamatan dan 
Kelurahan. 

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Damm yang dipimpin oleh 
Sekretaris Daerah, be.rkedudukan di bawah dan bertanggung jawah kepada Bupati. 

Paragraf 3 
Tugas Pokok 

Pasal 4 

Paragraf 2 
Kedudukan 

Pasal 3 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung 
Se Iatan. 

Paragraf I 
Pembentukan 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

BAB II 
SEKRET ARIA T DAERAH 
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f. Kelompok Jabatan Fn•pional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional 
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 
keterampilannya. 

2. Bagian Otonomi Daerah, membawahi: 
a. Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga; 
b. Sub Bagian Administrasi Perangkat Daerah; 
c. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Perangkat Desa. 

3. Bagian Humas dan Protokol, membawah.i: 
a. Sub Bagian Pelayanan Kehumasan dan Pemberitaan:; 
b. Sub Bagian Protokol; 
c. Sub Bagian Redaksi dan Publikasi. 

e, Asisten Bi.dang Kesejahtenan Rakyat • membawahi : 
1. Bagian Kesejahteraan Sosial, membawahi : 

a. Sub Bagian Sosial; 
b. Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan; 
c. Sub Bagian Ketenagakerjaan. 

2. Bagian Bina Mental Spiritual, membawah.i; 
a. Sub Bagian Bina Lembaga Keagamaan; 
b. Sub Bagian Urusan Haji dan Perayaan Keagamaan; 
c. Sub Bagian Dakwah. 

3. Bagian Kemasyaralcatan, membawahi: 
a. Sub Bagi.an Pemuda dan Olahraga; 
b. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan; 
c. Sub Bagian Bina Keluarga, Perlindungan Perempuan dan Anak. 

d. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembugunan. membawahi : 
1. Bagian Perekonomian, membawah.i : 

a. Sub Bagian Sarana Perekonomiaa; 
b. Sub Bagian Bina Produksi Daerah; 
c. Sub Bagian Pengembangan Potensi Daerah.. 

2. Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam, membawahi: 
a. Sub Bagian Program; 
b. Sub Bagian Pengendalian dan Sumber Daya Alam; 
c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. 

e, Asisten Bidang Adlllinistrasi Umam., membawabi : 
1. Bagian Organisasi, membawahi : 

a. Sub Bagian K.elembagaan; 
b. Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan; 
c. Sub Bagian Ketatalaksanaan, 

2. Bagian Umum, membawahi: 
a. Sub Bagian Ketatausahaan; 
b. Sub Bagian Perlengkapan; 
c. Sub Bagian Rumah Tangga. 

3. Bagian Hukum, membawahi: 
a. Sub Bagian Perundang-undangan; 
b, Sub Bagian Bantuan Hukum; 
c. Sub Bagian Dokumentasi Hukwn. 
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Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 9> Sekretariat 
DPRD menyelenggara)can fungsi : 

a penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 

Paragraf 4 
Fungsi 

Pasal 10 

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi 
kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelakseaaan tugas clan fungsi 
DPRD, clan menyediakan serta meogoordinasilcan tenaga ahli yang diperlukan oleh 
DPRD sesuai dengan kemampuan kenangan daerah, 

Paragraf 3 
Tugas Pokok 

Pasal 9 

Sekretariat DPRD merupak:an unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh 
seorang Sekretaris Dewan yang secara telcnis operasional berada dibawah clan 
bertanggung jawah kepada Pimpioan DPRD dan secara administratif bertanggung 
jawab kepada Bupati melalui Se.kretaris Daerah. 

Paragraf 2 
Kedudulcan 

Pasal 8 

Dengan Peratunm Daerah ini dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilen Rakyat 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

BABm 

SEKRET ARIAT DEW AN PERW AIOLAN 
RAKYAT DAERAH 

Bagian Kesatu 
Pembentukan, Kedudukan, Tugas clan Fungsi 

Paragraf 1 
Pembentukan 

Pasal 7 

ini. 

(2) Asisten-.asisten sebagaimana dimak:sud pada ayat (1), dalam melaksanakan 
togas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. 

(3) Bagian-bagian sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin 
oleh seorang KepaJa Bagian, berada dibawah clan bertanggung jawab kepada 
Asisten yang bersang1rutan. 

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada dibawah clan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersang1rutan. 

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, 
dipirnpin oleh seorang tenaga fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah. 

(6) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
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(2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), adalah : 
a. Dinas Pendidikan, Pernuda dan Olahraga 
b. Dinas Kesehatan. 
c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
d. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 
e. Dinas Perhuhungan, Komunikasi dan Infonnatika. 
f. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Keeil Menengah. 
g, Dinas Pertambangan dan Energi. 
h. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. 
1. Dinas Petemakan. 
j. Dinas Kelautan dan Perikanan. 
k, Dinas Kehutaaan. 
I. Din.as Perkebunan. 
m. Dinas Pasar dan Kebersihan. 
n. Diaas Pariwisata dan Kebudayaan. 
o. Dinas Pendapataa, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. 
p. Dinas Pekerjaan Umum. 

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Lampung 
Se Iatan. 

Bagian Kesatu 
Pembentukan 

Pasal 13 

BAB V 

DINAS DAERAH 

(1) Staf Ahli Bupati merupakan unsur pelaksana dalam memberikan telaahan 
sesuai dengan bidang tugesnya. 

(2) Staf Ahli Bupati bertanggungjawab kepada Bupati dan dalam melaksanakan 
tugasnya secant administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah 
Kabupaten. 

(3) Staf Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan telaahan hukum dan politik, 
pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, sumber daya manusia, ekonomi 
dan keuangan. 

( 4) Staf Ahli Bupati terdiri dari : 
a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik; 
b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan; 
c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; 
d. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan. 

(S) Bagan Struktur Organisasi Staf Ahli Bupati sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
uu. 

BAB IV 

ST AF AHLI BUPA Tl 

Pasal 12 
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··- ....... 

( 1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, te.rdiri dari : 
a. Kepala Dinas, 
b. Sekretariat, membawahi : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Perencanaan; 
3. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Pendidikan D~, membawahi : 
1. Seksi Teman Kanak-kanak, Sekolah Dasat dan Sekolah Luar Biasa; 
2. Seksi Sekolah Menengah Pertama; 
3. Seksi Kurikulwn Pendidikan Dasar. 

Paragraf 4 
SUS\Dlan Organisasi 

Pasal 17 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud daJam Pasal 15, Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga; 
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 

pendidikaa, pemuda dan olahraga; 
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga; 

d. pelayanan administratif; dan 

e. pelaksanaan tugas Jain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan OJahraga. 

Paragraf 3 
Fungsi 

Pesal 16 

··--· 

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan 
urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga berdasarkan 
asas otonomi dan tugas pembantuan, serta mgas lain sesuai dengan kebijakan yang 
ditetapkan oleh Bupat.i berdasarlc.an peraturan Penmdang-undangan yang berlaku. 

Paragraf 2 
Tugas Pokok 

Pasal 15 

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah unsur pelaksana otonomi daerah 
Pemerintah Daerah dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga yang dipimpin oleh 
seorang Kepala D~ berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 
melalui Selcretaris Daerah, 

Paragraf 1 
Kedudulcan 

Pasal 14 

Bagian Kedua 
Diruas Pendidikan, Pemoda dan Olahraga 
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....... 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari : 

a Kepala Dinas. 
b. Sekretariat, membawahi : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Perencanaan; 
3. Sub Bagian K.euangan. 

e. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi : 
1. Seksi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa; 
2. Seksi Sekolah Menengah Pertama; 
3. Seksi K.urikulum Pendidikan Dasar . 

Paragraf 4 
Susunan Organisasi 

Pasal 17 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Dinas 
Peadidikan, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga; 

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 
pendidikan, pemuda dan olahraga; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga; 

d. pelayanan administrarif; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. 

Paragraf 3 
Fungsi 

Pasal 16 

'-- 

Dinas Pendidikaa, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan 
urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga berdasarkan 
asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijalcan yang 
ditetapkan oleh Bupati berdasackan peraturan Penmdang-undangan yang berlaku. 

Paragraf 2 
Tugas Pokok 

Pasal 15 

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah unsur pelaksana otonomi daerah 
Pemerintah Daerah dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga yang dipimpin oleh 
seorang Kepala Dinas, bersda dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Dacrah. 

Paragraf I 
Kedudubn 

Pasal 14 

Bagian Kedua 
Dins Peedidikan, Pemucla cla• Olahraga 
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Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah 
dibidang pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinss, berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 1 
Kedudukan 
Pasal 18 

Bagian Ketiga 
Dmu Kesehatan 

d. Bidang Pendidikan Meneogah. membaw3hi : 
1. Seksi Sekolab.Meneogah Aw; 
2. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan; 
3. Seksi K.urikulum Pendiclikan Menengah. 

e. Bidang Perulidikan Non Formal dan Informal, membawahi: 
I . Seksi Pendidikan Kesetaraan; 
2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; 
3. Seksi Pendidikan Masyarakat. 

f. Bidang Pemuda dan O~ membawahi : 
I . Seksi Pemuda; 
2. Seksi Olahraga; 
3. Seksi Sarana clan Prasarana Olahraga, 

g. Unit Pelaksana Teknis. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 
keterampilannya. 

(2) Sekretariat sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) huruf b, dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada K.epala 
Dinas. 

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, d, e dan f, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. 

(5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf e, d, e dan f, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangk:utan. 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di.maksud pada ayat (1) huruf h, 
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsioeal Senior sebagai K.etua Kelompok clan 
bertanggungjawab kepada Kepala Diaas. 

(7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda clan Olahraga 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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·.~: .. s- 

(I) Susunan Organisasi Dinas Kesehataa, terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahi : 
l. Sub Bagian Penyusuoan Program; 
2. Sub Bagian Tata Usaha dan lnformasi Kesehatan; 
3. Sub Bagian Keuangan clan Perlengkapan. 

e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan clan Pemberdayaan 
Kesehatan, membawahi : 
1. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia; 
2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat; 
3. Seksi Peodidikan I .atihan dan Peoelitian Peogembangan. 

d. Bidang Pengendalian Masalah Kesebatan, membawahi : 
1. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular; 
2. Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit; 
3. Seksi Keseha!an Lingkungan. 

e. Bidang Pelayanan Kesehaian, membewahi : 
1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusas dan Rujukan; 
2. Seksi Gizi Masyarakat; 
3. Seksi Keseha!an Keluarga. 

f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahi : 
1. Seksi O~ Kosmetik dan Alat Kesehatan; 
2. Seksi Kesehatan Tradisional, Makanan dan Minuman; 
3. Seksi Jaminan Pemelibaraan Kesehatan. 

Paragraf 4 
Susunan Organisasi 

Pasal 21 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dinas 
Kesehatan menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijaka:n teknis dibidang pelayanan kesehatan; 
b, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pelayanan 

kesehatan; 

e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesebatan; 
d. pelayaoan administratif; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsi Dinas Kesehatan. 

Paragraf 3 
Fungsi 

Pasal 20 

Dinas Kesebatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan 
daerah dibidang pelayanan keseha!an berdasarkan asas otonomi dan tugas 
pembentuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati 
berdasarkan peraturan Penmdang-undangan yang berlalcu. 

Paragraf 2 
TugasPokok 

Pasal 19 
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan 
urusan pemeriotahan daemh dibidang kepeodudnl-an dan pencatetan sipil 
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan 
kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pezaturan Penmdang-undangan 
yang berlaku, 

Paragraf 2 
Tugas Pokok 

Pasal 23 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana otonomi daerah 
Pemerintah Daerah dtl>idang kepeodudubn dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh 
seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf I 
Kedudukan 
Pasal 22 

Bagian Keempat 
Dioas Kependudukan clan Pencatata• Sipil 

g. Unit Pelaksana Teknis. 

h. Kelompok Jabatan Fungsioaal, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 
lreterampilannya. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawah kepada Kepala 
Dinas. 

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) buruf e, d, e dan f, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing- 
masing dipi.mpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibaWBh dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas, 

(5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf e, d, e dan f, masiag- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di'bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, 
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsiooal Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, 

(7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sehagaimana tercantum dalam 
Lampiran V. merupalcan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratman Daerah 
ini. 
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(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. 

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari : 

a. Kcpala Dinas. 

b. Sekretariat, membawahi : 
1. Sub Bagian U mum clan Kepegawai.an; 
2. Sub Bagian Perencanaan; 
3. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Penyuluhan clan Pengawasan, membawahi: 
1. Seksi Pengolahan Data dan Penyimpanan Arsip; 
2. Seksi Penyuluhan; 
3. Seksi Pengawasan. 

d. Bidang Kependudukan, membawahi: 
1. Seksi Pendaftaran Penduduk: 
2. Seksi Mutasi Data dan Pelaporan; 
3. Seksi Proyeksi dan Pcrkembangan Penduduk. 

e. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi : 
l. Seksi Kelahiran dan Kernarian; 
2. Seksi Pengakuan Sah dan Pengangkatan Anak; 
3. Scksi Perkawinan clan Perceraian. 

1: Unit Pclaksana Teknis. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 
keterampilannya. 

(2) Sekretariat sebagairnana dimaksud pada ayat ( l) huruf b, dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

Paragraf 4 
Susunan Organisssi 

Pasal 25 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan clan pencatatan sipil; 

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 
kependudukan dan pencatatan sipil; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kcpendudukan clan peneatatan sipil; 

d. pelayanan administratif; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Paragraf 3 
Fungsi 

Pasal 24 
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Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pa.sal 27, Dinas 
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi : 
a perumusan kebijakan teknis dibidang sosial, teoaga kerja dan traasmigrasi; 

b. penyelenggaraan 1ll\lS8D pemerintaban dan pelayanan umum. dibidang sosial, 
teoaga kerja dan transmigrasi; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial, tenaga k.erja dan transmigrasi; 

d, pelayanan administtatif; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja clan Traesmigras]. 

Paragraf 3 
Fungsi 

Pasal 28 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja clan Transmigrasi mempunyai tuges pokok 
melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang sosial, tenaga kerja dan 
transmigrssi berdasarkan asas otonomi dan mgas pembantuan, serta togas Jain 
sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupa1i berdasarkan peraturan 
Penmdang-undangan yang betlaku. 

Paragraf 2 
T~Pokok 

Pasal 27 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur peJalcsana otonomi 
daerah Pemerintah Daerah dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi yang 
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pa.sal 26 

Bagian Kelima 
Diu• Solial, Taaaga Kerja dan Tranamigrasi 

(5) Seksi-Seksi sebagaimana dimabud pada ayat (1) huruf c, d dan e, masing- 
~ing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hmuf g, 
dipimpin oleb seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertangguogjawab kepada Kepala Dinas, 

(7) Bagan Struktur Organisasi DUw Kependudulc:an dan Catatan Sipil sebagaimana 
tereanmm dalam Lampiran VJ, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 
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Paragraf 4 
Susunan Organisasi 

Pasal 29 

( l) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan T~ terdiri dari : 

a. Kepala Dinas. 
b, Sekretariat, membawahi : 

1. Sub Bagiaa Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagiaa Perencanaan; 
3. Sub Bagian Keuangan. 

c, Bidang Sosial, membawahi : 
1. Seksi Rebahilitasi Sosial; 
2. Seksi Bantuan Sosial; 
3. Seksi Pembinaan Sosial dan Kepahlawanan. 

cl Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja, Hubungan lndustri dan Syarat 
Kerja, membawahi : 
l. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga kerja; 
2. Seksi Perluasan Kerja, Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja; 
3. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja. 

e. Bidang Pengawasan Keteoagakerjaan dan Penyelesaian Perselisihan, 
membawahi: 
1. Seksi Norma Ketenagakerjaan dan Norma Keselamatan, Kesehatan, 

Kerja; 
2. Seksi Penyelesaian Perselisihan; 
3. Seksi Penindakan. 

f. Bidang Transmigrasi. membawahi : 
1. Seksi Pengerahan, Pendaftaran dan Seleksi; 
2. Seksi Pemindahao dan Penempatan; 
3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan. 

g. Unit Pelaksana T ek:nis. 
h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsionaJ yang 

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keabHan dan 
ketemmpilannya. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) huruf c, d, e dan £: masing- 
masing dipimpin oleb seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada K.epala Dinas. 

( 4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dim.aksud pada ayat (1) huruf b, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. 

(5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, d, e dan £: masing- 
masing dipimpin oleh soorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, 
dipimpin oleh seorang Pejabat FungsionaJ Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(7) Bagan Struktur Orgsnisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
sebagaimana tercantum dalam Lmnpiran VII, merupalcan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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(1) Susunan Org~i Dinas Perhub1mgan, K.omunikasi dan lnfonnatika, terdiri 
dari : 
a Kepala Dinas, 

b. Sekretariat, membawahl : 
1. Sub Bagian Umum clan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Perencanaan; 
3. Sub BagianK.euangan. 

Paragraf 4 
Susunan Organi.sasi 

Pasal 33 

Untuk melaksanak.an tugas pokok sebagairnana dimaksud dalam Pasal 31 ~ Dinas 
Perhubungan, K.omunikasi dan Informatika menyelenggarakan ~i : 
a perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi dan infonnatika; 

b, penyelenggaraan urusan pemerintab.an dan pelayanan umum dibidang 
pelhubungan, kom~i dan informatika: 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan, komunikasi dan 
infonnatika; 

d, pelayanan admjnistratif; dan 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnfonnatilca. 

Paragraf 3 
Fungsi 

Pasal 32 

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatilc:a memPWJ.yai tugas pokok 
melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perlmbungan, komunikasi clan 
infonnatik.a berdasarkan esas otonom.i dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai 
dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarbn peraturan Perundang- 
undangan yang berlaku. 

Paragraf 2 
Tugas Pokok 

Pasal 31 

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformstika adalah unsur pelaksana otonomi 
daerab Pemerintah Daerah dibidang perhubungaa, komunikasi dan informatika yang 
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal 30 

Bagian Keenam 
Dimas Perlaubu•ga•, Kom•nik•si dau Informatika 
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Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagsngan dan Usaha Keeil Menengah adalah 
unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah dibidang koperasi, 
penndustrian, perdagangan dan usaha kecil menengah yang dipimpin oleh seorang 
Kepala Dinas, herada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

Paragraf 1 
Kedudubn 
Pasal 34 

Bagian Ketujuh 
Dinu Koperui, Perind11strian, Perdapngaa 

dan Usaha Kecil Menengab 

c. Bidang Perhubungan Darat, membawahi : 
1. Seksi Lalu Limas Darat; 
2. Seksi Angkutan Darat; 
3. Seksi Teknis Sarana.dan Prasarana. 

d. Bidang Perhubungan Laut membawahi : 
1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut; 
2. Seksi Kepelabuhan; 
3. Seksi Keselamatan Pelayaran dan Perlcapalan. 

e. Bidang Perhubungan Udara, membawahi : 
l. Sek:si Lalu Limas Angkutan Udara; 
2. Seksi K.eselamatan Penerbangan; 
3. Seksi Teknik Penerbangan. 

f Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi : 
1. Seksi Pos dan Telekomunikasi; 
2. Seksi Sarana dan Prasarana Komunikasi dan lnformasi; 
3. Seksi Frekwensi Radio dan Televisi. 

g. Unit Pelaksana T eknis. 
h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejwnJah jabatan ~ional yang 

terbagi daJam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 
kete.rampilannya. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada dibawah dan hertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, d, e dan f, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepa.la Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, 

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimaoa dimaksud pada ayat (I) hmuf b, masing- 
masiag dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Diaas, 

(5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c, d, e dan f, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan, 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, 
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok. dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infonnatika 
sebagaimaaa tercantum dalam Lampiran vm, mempakan bagian yang tidak 
terpisabkan dari Peraturan Daerah ini. 
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(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha 
Kecil Menengah, terdiri dari: 
a Kepala Dinas. 

b, Sekretariat, membawahi : 
1. Sub Bagjan Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Perencanaan; 
3. Sub Bagian Ke . .nangan. 

c. Bidang Bina Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, membawahi : 
1. Scksi Kemitraan Koperasi dan Usaha Keeil Menengah; 
2. Selcsi Usaba Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 
3. Seksi Kelembagaan dan Legalitas K.operasi dan Usaha Kecil Menengah. 

d, Bidang Bina Industri, membawahi : 
1. Seksi Sarena Industri; 
2. Seksi Usaha Industri; 
3. Selcsi Bimbingan Produlcsi. 

e. Bidang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen, membawahi : 
I. Seksi Perdagangan; 
2. Seksi Bimbingan Usaha dan Promosi Perdagangan; 
3. Seksi Perlindungan Konsumen. 

Paragraf 4 
Susuoan Organisasi 

Pasal 37 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Dinas 
Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah 
menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan telcnis dibidang koperasi, periodustrian, perdagangan dan 

usaha k.ecil menengah; 
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang koperasi, 

perindustrian, perdagangan dan usaha kecil menengah; 
c. pembinaan dan pelaksenaan tugas dibidang koperasi, perindustrian, perdagangan 

dan usaha kecil menengah; 

d, pelayanan administratif; dan 
e. peiaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Keeil Menengah. 

Paragraf 3 
Fungsi 

P~t 36 

Dinas Koperasi, Perindusman, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah 
mempunyai tugas pokok me]aksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang 
koperasi, perindustrian, perdagangan dan usaba kecil meneogah berdasarkan asas 
otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas Jain sesuai dengan kebijakan yang 
ditetaplcan oleh Bupati berdasarkan peraturan Penmdang-undangan yang berlaku. 

Paragraf 2 
TugasPokok 

Pasal 35 
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Dinas Pertambangan dan Eru:rgi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah dibidang penambangan dan energi bcrdasarkan asas otonomi 
dan tugas pembantuan., serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 
oleh Bupati berdasarkan pemturan Penmdang-undangan yang beriaku. 

Paragraf 2 
TugasPokok 

Pasal 39 

Dinas Pertambangan dan Energi adalah uosur pelaksana otonomi daerah Pemerintah 
Daerah dibidang pertambangan dan energi yang dipimpin oleh seorang Kepala 
Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawah kepada Bupati melalui Sekretaris 
Dae rah. 

Paragraf 1 
Kedudukan 
Pasal 38 

Bagian Kedelapan 
Dinas Pertambugan daa Energi 

f. Bidang Pengawasan, membawahi : 
l. Seksi Peogawasan Koperasi dan Usaha Keeil Menengah:; 
2. Seksi Pengawasan Perindustrian; 
3. Seksi Pengawasan Perdagangan. 

g, Unit Pelaksana Teknis. 
h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang 

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang ke.ahlian dan 
keterampilannya. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada dibawah. dan bertanggung jawah. kepada Kepala 
Dinas. 

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e, d, e dan £: masing- 
masing dipimpin oleh seorang ](epa]a Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas, 

(5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersaagkutan, 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, 
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan 
Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum da!am Lampiran IX, 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, 
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(I) Susuoan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari : 

a. Kepala Di.nas. 
b, Sekretariat, membawahi : 

I. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Perencanaan; 
3. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Geologi Sumberdaya Mineral, membawahi : 
l. Seksi Geologi Umum dan Pemetaan; 
2. Seksi Hidrologi dan Tata Lingkungan; 
3. Seksi Sumberdaya Mineral. 

d. Bidang Pertambangan Umum, membawahi : 
l. Seksi Pengusahaan Pertambangan; 
2. Seksi Pembinaan Pertambangan. 
3. Seksi Konservasi; 

e. Bidang Energi, Migas dan Kelistrikan, membawahi: 
1. Seksi Pengusahaan Kelistrikan; 
2. Seksi Pengembangan Konservasi Energi; 
3. Seksi Minyak dan Gas Bumi. 

f. Unit PelaksaM Teknis. 
g, Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejwnlah jabatan fungsional yang 

terbagi dalam. berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 
keterampilannya. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b, dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) humf c, d dan e, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Diaas, 

( 4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimak.sud pada ayat (l) huruf h, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. 

Paragraf 4 
Susunan Organisasi 

Pasal 41 

Untulc. melalcsanalcan tugas pokok sebagaimana dimaksud daJam Pasal 39, Dinas 
Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis dibidang pertambangan dan energi; 

b, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 
pertambangan dan energi; 

c. pembinaan dan pelabanaan tugas dibidang pertambangan dan energi; 

d. pelayanan administratif; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsi Dinas Pertambangan dan Energi, 

Paragraf 3 
Fungsi 

Pasal 40 
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Untuk melaksanakan togas pokok sebagaimana dimak:sud dalam Pasal 43, Dinas 
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fuagsi : 
a. pe.rumusan kebijabn 1eknis dibidang pertanian tanaman paogan dan hortikultma; 
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanian 

taoaman pangan dan hortilrultura 
e. pembinaan dan pelaks:maan ~ dibidaog pertanian tanaman pangan dan 

hortikultura; 

d. pelayanan administratif; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugss dan 

fungsi Dioas Pertanian Tanamao Pangan dan Hortikultura. 

Paragraf 3 
Fungsi 

Pasal 44 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyaj tugas pokok 
melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pertanian nmaman pangan dan 
hortikultura berdasarkan asas otonomi dan tugas pembanman, serta tugas lain sesuai 
dengan kebijabn yang ditecapkan oleh Bupati berdasatkan peraturan Perundang- 
nndangan yang berlaku. 

Dinas Pertaniaa Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah unsur pelaksana otonomi 
daerah Pemerintah Dae.rah dibidang pertanian tanaman pangan dan hortilwltura 
yang dipimpin oleh seorang Kepala D- berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati melalui Sebetaris Daerah. 

Paragraf 2 
Tugas Pokok 

Pa.W 43 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal 42 

Bagian Kesembilan 
Diaas Pertaniu Tana••• Pangan clan Hortilmltura 

(5) Seksi-Seksi sebagaimaaa dimaksud pad.a ayat (1) huruf e, d dan e, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggungjawah kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.. 

( 6) Kelompok Jabatan Fungsiooal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, 
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsiooal Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dioas. 

(7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana. 
tercantum dalam Lampiran X, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 
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( 1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri 
dari.: 

a. Kepala Diaas. 
b. Sekretariat, membawahi : 

1. Sub Bagian Umwn dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Perencanaan; 
3. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Tanaman Pangan, membaWBhi : 
1. Seksi Budidaya Serelia; 
2. Seksi Budidaya Kacang-kacangan dan Umbi-umbian; 
3. Seksi Perbenihan Tanaman Pangan. 

d. Bidang Tanaman Hortikultura, membawahi: 
1. Seksi Budidaya Tanaman B~ Tanaman Hias dan Bunga-bungaan; 
2. Seksi Budidaya Tanaman Sayuran dan Biofarmaka; 
3. Seksi P~ HortikuJtura. 

e. Bidang Pengelolaan Laban, Air dan Sarana, membawahi : 
1. Seksi Pengelolaan Laban dan Air; 
2. Seksi Peagelotaan Al.at Mesia Pertanian; 
3. Seksi lklim, Pupuk dan Pestisida. 

f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, membawahi : 
1. Seksi Pasca Paneo dan Pengolalum Hasil; 
2. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil; 
3. Seksi Kemitraan, permodalan dan Perizinan 

g. Unit Pelaksana Teknis. 
h. Kelompok Jabatan Fungsional, ten:liri dari sejumlah jabatao fungsiooal yang 

terbagi daJam berbagai kelompok sesuai dengan bidang kfabUan dan 
keterampilannya. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada dibawab. dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dioas. 

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hmuf c, d, e dan ~ masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepa1a Bidang yang berada dibawah dan 
be.rtanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimalcsud pada ayat (I) huruf b, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagjao yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. 

(5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hmuf c, d, e dan ~ ~ing- 
masing dipimpin oleh seorang K.epala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan, 

(6) Kelompok Jabatan Fungsiooal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf h, 
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(7) Bagan StruJctur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 
sebagaimana tereantum dalam Lampirm XL merupakan hagian yang tldak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Paragraf 4 
Susunan Organisasi 

Pasal 45 
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( 1) Susuoan Organisasi Dinas Peternakan, terdiri dari : 

a. Kepala Diaas. 
b, Sekretariat, membawahi : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Perencanaan; 
3. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Pembibitan Temak, membawahi: 
1. Seksi Bibit Temak; 
2. Seksi Inseminasi Buatan clan Embryo Temak; 
3. Seksi Kawasan Peternakan. 

Paragraf 4 
Susunan Organisasi 

Pasal 49 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimaaa dimaksud dalam Pasal 47. DiDM 
Petemakan menyelenggara)can fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis dibidang petcmakan; 
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di'bidang 

petemakan; 

c. pembinaan dan pelaksanaen tugas dibidang peternakan; 
d. pelayanan administratif; dan 

e. pelaksanaan tugu lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsi Dinas Petemakan. 

Paragraf 3 
Fungsi 

Pasal 48 

Dinas Pctemakan mempunyai tugas pokok melaksanaJcan urusan pemerintahan 
daerah dibidang petemalcan berdasarkan asas otonomi dan togas pembarsuan, serta 
tugas Jain sesuai dengaa kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan 
peraturan Perundeng-undangan yang berlaku, 

Paragraf 2 
Tugas Pokok 

Pasal 47 

Dinas Peternakan adalah unsur pe]aksana otonomi daerah Pemerintah Daerah 
dibidang petemakan yang dipimpin oleh seorang K.epala Dinas, berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal 46 

Bagian K.esepuluh 
Dbaas Petenakan 
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Dinas K.elautan dan Perikanan adaJah umur pe]aksana otonomi daerah Pem.erintah 
Daerah dibidang kelautan dan perikaoan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, 
berada dibawab dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, 

Bagian Kesebelas 
Dius Kelaotao du Perikanan 

Paragraf l 
Kedudukan 
p~ 50 

d. Bidang Produksi, membawahi : 
1. Seksi Penyebaran dan Pengembangan; 
2. Seksi Alat dan Mesin Petemabn; 
3. Seksi Pakan Temak.. 

e, Bidang Pengembangan dan Usaha Petemakan, membawahi : 
I. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia; 
2. Seksi Agribisnis; 
3. Seksi Usaha Petemakan dan Pemasaran. 

f. Bidang Kesehatan Hewan dan Keseh.atan Masyarakat Veteriner, 
membawahi: 
1. Seksi Kesehataa Masyarakat V eteriner. 
2. Seksi Perlindungan dan Pengendalian Penyakit Hewan; 
3. Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesebatan Hewan. 

g, Unit Pelaksana Teknis. 

h, K.elompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejwnlah jabatan fungsional yang 
terbagi da)am berbagai ke]ompok sesuai dengan bidang k.eahlian dan 
keterampil~ya. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dines, 

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, d, e dan f, m.asing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dihawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, 

( 4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. 

(5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing- 
mming dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan 

(6) K.elompok Jabatao Fungsional sebagaimaoa dimaksud pada ayat (1) huruf h, 
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggungjawab kepada K.epala Dinas. 

(7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Petemakan sebagaimana tercantum daJam 
Lampiran XII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
uu. 
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f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahi : 
1. Seksi Pengolahan Hasil dan Pembinaan Mutu; 
2. Seksi Pemasanm Hasil Perikanan; 
3. Seksi Usaha dan Investasi. 

(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, t.erdiri dari : 
a. Kepela Dinas, 
b. Sekretariat, membawahi : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Pereacanaan; 
3. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, membawahi : 
I. Sek:si K.elaulan dan Pesisir; 
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Keeil; 
3. Seksi Konservssi dan Rehabilitasi Pesisir dan PuJau..pulau Kecil. 

d. Bidang Perikarum Budidaya, membawahi : 
I. Seksi Sanma Budidaya; 
2. Seksi Perbeniban; 
3. SeksiProduksiBudidaya. 

e. Bidang Perikanan Tangkap, membawahl : 
I. Seksi Sarana Penangkapan; 
2. Seksi Sumberdaya lkaa; 
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan 

Perikanan 

Paragraf 4 
Susunan Organisasi 

Pasal 53 

Untuk melaksanakan togas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Dinas 
Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang kelautan dan perilcanan; 
b. penyelenggaraan wusan pemerintahan dan pelayanan um.um dibidang kelautan 

dan perilcanan; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kelautan dan perikanan; 
d. pelayanan administratif; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsi D~ Perikanan dan K.elautan. 

Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai togas pokok melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah dibidang kelautan dan perikanan benlasarbn asas otonomi 
dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetaplcan 
oleh Bupati berdasarkan peratman Penmdang-undangan yang berlak:u. 

Paragraf 3 
Fungsi 

Pasal 52 

Paragraf 2 
TugasPokok 

Pasal 51 
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Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 55, Dinas 
Kehutanan menye]enggarakan fungsi : 

a perumusan kebijakan teknis dibidang kehutanan; 
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kehutanan; 
e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kehutanan; 
d. pelayanan administratif; dan 

Paragraf 3 
Fungsi 

Pasal 56 

Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan 
daerah dibidang kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta 
tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan 
peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Paragraf 2 
Tugas Pokok 

Pasal 55 

Dinas Kehutanan adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah 
dibidang kehutanan yang dipimpin oleb seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati rnelalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf l 
Kedudukan 
Pasal 54 

Bagian Kedua Belas 
Dinas Kehutanan 

g. Unit Pelaksana Teknis. 

h. Kelornpok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 
ket.erarnpilannya. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, dipimpin oleb 
seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

(3) Bidang-Bidang sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan t: masing- 
rnasing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. 

(5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c, d, e clan f, rnasing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangk.utan. 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf h, 
dipimpin oleh seorang Pejabat F ungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggungjawab k.epada Kepala Dinas. 

(7) Bagan Struktur Organisasi Dmas Kelautan dan Perikanan sebagaimana 
tercantwn dalam Lampiran XIII, merupak.an bagian yang tidak te:rpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini, 
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(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri. dari : 
a. K.epala Dinas. 
b. Sekretariat, membawah.i: 

1. Sub Bagian Umum dan K.epegawaian; 
2. Suh Ragian Pereneanaan; 
3. Suh Bagian Keuangan. 

e. Bidang Inventarisasi, Tataguna dan Pengembangan, membawahi : 
1. Seksi Pemetaan dan Tata Batas Kewasan; 
2. Seksi Tata Guna Hutan; 
3. Seksi Pendataan dan Penembaogan 

d Bidang Pengusabaan Hutan, membawahi : 
1. Seksi Perijinan; 
2. Seksi Pengolahan dan Peredaran Basil Hutan; 
3. Seksi Pembinaan Hutan Tanaman dan Aneka Usaha Kehutanan. 

e, Bidang Rehabilitasi dan Hutan KemBS)'arakallm, membawahi : 
1. Seksi Rehabilitasi; 
2. Seksi Hutan Kemasyarakatan; 
3. Seksi SDM dan K.elembagaan. 

f. Bidang Perlindungan Hutan, membawahi : 
I. Seksi Penegakan Hokum Kehutanan; 
2. Seksi Tenaga dan Saran.a Perlindungan; 
3. Seksi Pengendalian Hama, Penyakit Tanaman dan Kebakaran Hutan. 

g. Unit Pelaksana Teknis, 
b, Kelompok Jabatan Fungsioaal, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang 

terbagi daJam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlien dan 
keterampilannya. 

(2) Sekretariat sebegaimana dimaksud pada ayat (I) buruf b, dipimpin oleh 
seorang Selcretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, d, e dan f 
mamag-masing dipimpin oleh seorang K.epala Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kcpada Kepala Dinas. 

(4) Sub Ragian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas, 

(5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan £: masing- 
nwing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.. 

( 6) Kelompok Jabatan FWlgSionaJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, 
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, 

Paragraf 4 
Susunan Organisasi 

p~ 57 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsi Dinas Kehutanan.. 
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(1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, terdiri dari: 
a. Kepala Dinas, 

b. Sekretariat, membawahi: 
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Perencanaan; 
3. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Pengolahan Laban dan Air, membawahi: 
1. Selcsi Konservasi T anah dan Air; 
2. Se.ksi Pemanfaatan Laban; 
3. Se.ksi Sarana dan Prasarana. 

Paragraf 4 
Susunan Organisasi 

Pasal 61 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Dinas 
Perkeburum menyelenggarabn fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang perkebunan; 

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dsn pelayanan umum dibidang 
perkebunan; 

c. pembinaan dan pe]alcsanaan tugas dibidang perkebunan; 

d. pelayanan administ:ratif; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikaa oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsi Dinas Perkebunan. 

Paragraf 3 
Fungsi 

Pasal 60 

Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan 
daerah dibidang perlrebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta 
tugas Jain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan 
pemturan Peruadaag-undangan yang berlaku, 

Dinas Perkebunan adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah 
dibidang perkebunan yang dipimpin oleh seorang Kepala D:inas, berada dibawah 
dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 
Tugas Pokok. 

Pasal 59 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal 58 

Bagian Ketiga Belas 
Dinas Perkebunan 

(7) Bagan Struktm Organisasi Dinas Kebutanan sebagaimana te.roantum dalam 
Lampiran XIV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 
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Dinas Pasar dan Kebersiban adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah 
Daerah dibidang pasar dan kebersihan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf I 
Kedudukan 

Pasal 62 

Bagian Keempat Belas 
Diau Puar dan Kebenillan 

d. Bidang Produksi dan Perlindungan , membawahi : 
l. Seksi Tanaman Perkebunan; 
2. Seksi Perlindungan dan Pengendalian; 
3. Seksi Saban Tanaman dan Pupuk. 

e. Bidang Usaha dan Kelembagaan, membawahi : 
1. Seksi Bimbingan Usaha dan Agribisnis; 
2. Seksi Perizinan, Kemitraan dan Permodalan; 
3. Seksi Sumber Daya dan Teknologi. 

f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran, membawahi : 
l. Seksi Penanganan Pasca Panen dan Mutu; 
2. Seksi Pengolahan; 
3. Seksi Promosi dan Pemasaran. 

g. Unit Pelaksana Teknis. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jahatan fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai deogan bidang keahlian dan 
keterampilannya. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimak:sud pada ayat (l) huruf b, dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

( 4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksed pada ayat (I) buruf b, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. 

(5) Seksi-Seksi sebagaimana di.maksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan t: masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepa)a Bidang yang bersangkutan. 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, 
dipimpin oleh seoraog Pejabat FungsionaJ Senior sebagaj Ketua Kelompok dan 
bertanggungjawah kepada K.epa1a Dinas. 

(7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tm:.antum dalam 
Lampiran XV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dserah 
ini. 
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(1) Susunan Organisasi Dinas Pasar dan Kebersihan, tenliri dari : 
a. Kepala Dinas, 
b, Sekretariat, membawahi : 

l. Suh Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Suh Bagian Perencanaan; 
3. Sub Bagian Keuangan, 

c, Bidang Pengembangan Pasar, membawahi : 
1. Seksi Pembinaan Pedagang Pasar; 
2. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Pasar; 
3. Seksi Pengawasan dan Ketertiban Pasar. 

d. Bidang Pendapatan, membawahi; 
1. Seksi Penetapan; 
2. Seksi Penerimaan; 
3. Seksi Pendapatan Lain-lain. 

e. Bidang Kebersihan, membawahi; 
1. Seksi Penyuluhan; 
2. Seksi Operasional; 
3. Seksi Sarana dan Prasana. 

i Bidang Pertamanan clan Pemakaman, membawahi : 
1. Seksi Pertamanan; 
2. Seksi Pemakaman; 
3. Seksi Dekorasi Kota dan Reklame. 

Paragraf 4 
Susunan Organisasi 

Pnil 65 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud da1am Pasal 63, Dinas 
Pasar dan Kebersihan menyelenggarak:an fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis dibidang pasar dan kebersihan; 

b, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pasar dan 
kebersihan; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pasar dan kebersihan; 

d. pelayanan administratif; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsi Dinas Pasar dan Kebersihan. 

Dinas P~ dan Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah dibidang pasar dan kebersihan berdasarkan asas otonomi dan 
nigas pembantuan, serta togas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh 
Bupati berdasarkan peraturan Perundang·1mdangan yang berlalru. 

Paragraf 2 
TugasPokok 

Pasal 63 
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Untuk melaksaoakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi : 

a perumusan kebijakan teknis dibidang pariwisata dan kebudayaan; 

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pariwisata 
dan kebudayaan; 

Paragraf 3 
Fuagsi 

Pasal 68 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah dibidang pariwisata dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi 
dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 
oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang··m"fangan yang berlaku. 

Paragraf 2 
TugasPokok 

Pasal. 67 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah unsur peJaksana otonomi daerah 
Pemerintah Daerah dibidang pariwisata dan kebudayaan yang dipimpin oleh 
seorang Kepala Dinas, berada dibawab dan bertanggung jawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah, 

Paragraf I 
Kedudukan 

Pasal 66 

Bagian Kelima Betas 
Dillas Pamrisata dan Kebadayun 

g. Unit Pelaksana Teknis. 

h. Kelornpok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejwnlah jabatan fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 
keterampilannya 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) buruf b, dipimpin oleh 
seorang Se.kretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada KepaJa 
Dinas, 

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, 
masing-masing dipimpin oleb seonmg Kepa1a Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada KepaJa Dinas. 

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepa1a Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas, 

(5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, <Le dan £: masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada KepaJa Bidang yang bersang)cutan. 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, 
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pasar dan Kebersihan sehagaimana tercantum 
dalam Lampiran XV~ merupakan bagian yang tidalc terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 
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(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudeyaan, terdiri dari : 
a. Kepala Dinas, 
b. Sekretariat, memhawahi : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Perencanaan; 
3. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Pengembangaa Pariwisata, membawahi : 
1. Seksi Lingkungan Wisata; 
2. Seksi Pengembangan Wisata; 
3. Seksi Obyek Daya Tarik Wisata. 

d, Bidang P~ membawahi : 
l. Seksi Promosi; 
2. Seksi lnformasi. 

e. Biclang Kebudeyeaa, membawah.i : 
1. Seksi Kesenian; 
2. Seksi Cagar Budaya; 
3. Seksi Sejarah. 

f. Unit Pelaksana Telcnis. 
g, Kelompok Jabalan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang 

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahli.an clan 
keterampilannya. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf h, dipimpin oleh 
seorsng Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas, 

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, d dan e, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Biclang yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris Dina&. 

(5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf e, d dan e, masing- 
masing dipimpin oleb seorang Kepala Seksi yang berada dibawah clan 
bertanggung jawab kepada KepaJa Bidang yang bersangkutan. 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (I) buruf g, 
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertmggungjawab kepada Kepala Dinas, 

(7) Bagan Struk:tm Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana 
tercantum dalam Lampi.ran xv~ merupak.an bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini. 

Paragraf 4 
Susunan Organisasi 

Ptml 69 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pariwisata clan kebudayaan; 

d. pelayanan administmtif; clan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya, 
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Paragraf 4 
Susunan Organisasi 

Pasal 73 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset 
Daerah, terdiri dari : 

a Kepala Dinas. 

b. Sekretariat, membawahi : 
I. Sub Bagi.an Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Perencanaan; 
3. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Pendapatan, membawahi : 
I . Seksi Pendataan rum Pcnetapan; 
2. Seksi Penagihan dan Keberatan; 
3. Seksi Pembukuan dan Pelaporan. 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijak.an teknis dibidang pendapatan, penge)olaan keuangan dan 
asset daerah; 

b. penyelenggarnan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 
pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah; 

c. pcmbinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan 
dan asset daerah; 

d. pelayanan administratif; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. 

Paragraf 3 
Fungsi 

Pasal 72 

Dinas Pendapatan, Pengelolaaa Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas 
pokok rnelaksanakan urusan pemerintahan da.erah dibidang pendapatan, pengelolaan 
keuangan dan asset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta 
tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan 
peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Paragraf 2 
Tugas Pokok 

Pasal 71 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah unsur pelaksana 
otonomi daerah Pemerintah Daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan 
asset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal 70 

Bagian Keenarn Betas 
Dinas Pendapatan, Pengelol.aan Keuangan dan Asset Daerah 
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Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas 
pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditd.apkan oleh Bupati 
berdasarkan peratunm Perundang-undangan yang berlaJru. 

Paragraf 2 
Tugas Po.kok 

Pasal 75 

Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah 
dibidang pekerjaan umum yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada 
dibawah dan bertanggung jawab k:epada Bupati melalui Sekretaris Dat:.rah. 

Paragraf I 
Kedudukan 
Pasal 74 

Bagian Ketujub Betas 
Dinu Pekerju• Ummn 

d. Bidang Angg~ membawahi : 
1. Seksi Pelaksanaan Anggaran; 
2. Seksi Akuntansi; 
3. Seksi Pengendalian. 

e. Bidang Perbendaharaan dan Belanja Pegawai, membawahi : 
1. Seksi Perbendabaraan; 
2. Seksi Belanja Pegawai; 
3. Seksi Kas Dserah. 

f. Bidang Aset Daerah, membawahi : 
1. Seksi Analisis Kebutuhan; 
2. Seksi Pengadaan; 
3. Seksi Distribusi. 

g. Unit Pelaksana Teknis, 
h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan funpional yang 

terbagi dalaJn berbagai kelompok sesuai dmgan bidang keahJian dan 
keterampilannya. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimalcsud pada ayat ( 1) huruf b, dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Dinas, 

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, d, e dan ( masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, 

( 4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hmuf b, masing- 
masing dipimpin oleh se.orang Kepala Sub Bagian. yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas, 

(5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f: masing- 
masing dipimpin oleh seoraog Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. 

(6) Kelompok Jabatan Fungsiooal sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf fl. 
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua K.elompok dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset 
Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII, merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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(l) Susunan Orgaaisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari : 
a. Kepala Dinas. 
b. Sekretariat., membawahi : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Pcrencanaan; 
3. Sub Bagian Keuangan. 

e. Bidaog Bina Marga, membawahi : 
I. Seksi Konstruksi; 
2. Seksi Pemeliharaan; 
3. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, 

d. Bidang Cipta Katya, membawahi : 
1. Seksi Jasa Tekni.k dan Konstruksi; 
2. Seksi Perumahan dan Linglrungan Pennukiman; 
3. Seksi Pembangunan Geduog. 

e. Bidang Pengairan, membawahi : 
1. Seksi Konstruksi; 
2. Seksi Pemeliharaan; 
3. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air. 

f. Bidang Tata Ruang, membawahi : 
I. Seksi Tata Ruang Perkotaan dan Perdesaan; 
2. Seksi Tata Ruang Kawasan; 
3. Seksi Pengawasan dan Pengeedalian, 

g. Unit Pelaksana T eknis, 
h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlab jabatan fuagsional yang 

terbagi daJam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 
keterampilannya. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hmuf b, dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawah kepada Kepala 
Dinas, 

(3) Bidang-Bidang sebagaimanadimaksud padaayat (1) hmuf c, d, e dan £: masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dines. 

Paragraf 4 
Susunan Organisasi 

PMaJ 77 

c. pemhinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum; 
d. pelayanan administratif; dan 
e. pelaksanaan tugas Jain yang diberikan oleh Bupari sesuai dengan tugas dan 

fungsi Dinas Pek:erjaan Umum. 

Untuk melaksanakan togas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Dinas 
Pekerjaan Umwn m.enyelenggarakan fungsi : 

a perumusan kebijakan teknis dibidaog pek.erjaan umum; 

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan 
umum; 

Paragraf 3 
Fungsi 

Pasal 76 

35 



(I) Dengan Peraturan Daerah ini d.ibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. 

(2) Lembaga Teknis Oaerah sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. Inspektorat; 

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

e. Sadan Lingkungan Hidup Daerah; 

d. Badan Pemberdayaan Masyarakar Desa; 

e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Bereneana; 

f. Badan Kepegawaian Daerah; 

g, Bsdan Pendidikan dan Latihan; 

h. Badan Ketahanan Pangan; 

1. 8adan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; 

j. Rumah Sakit Umum Daerah Kalianda; 

k. Satuan Polisi Pamoag Praja; 

1. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; 

m. Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik; 

n. Kantor Penanaman Modal. 

Bagian Kesatu 
Pembentubn 

Pasal 78 

BAB VI 

LEMBAGA TEKNIS DAERAH 

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. 

(S) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf e, d, e dan f. masing- 
masing d.ipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada d.ibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf h, 
dipimpin oleh seonmg Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran XIX, merupakan hagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 
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(I) Susunan organisasi [nspektorat terdiri dari : 

a. Inspektur, 

b. Sekretariat, membawahi : 
I. Sub Bagian Perencanaan; 
2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; 
3. Sub Bagian Administrasi dan Umum. 

c. lmpektur Pembantu Wilayah I~ membawahi : 
I. Seksi Peogawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 
3. Seksi Peogawas Pemerintah Bidang Kemasyandrntan. 

d, Inspektur Pembantu Wtlayah II, membawahi : 
l. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. 

e. lnspektur Pembantu Wilayah Ill, membawahi : 
1. Seksi Peogawas Pemerintah Bidang Pembanguna.n; 
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. 

Paragraf 4 
Susunan Organisasi 

Pasal 82 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud daJam Pasal 80, 
lnspektorat menyelenggarakan ~i : 
a. perencanaan program pengawasan; 
b. perumusan kebjakan dan fasilitasi pengawasan; 

c. pemeriksaan, pengmutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan 
d. pelayanan administratif. 

Inspektorat mempunyai tugas pokok melak:ukan pengawasan terbadap pelaksanaan 
urusan pemerintahan di daerah ~ pelaksaaaan pembinaan atas 
penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksaaaan urusan pemerintahan desa, 

Paragraf 2 
TugasPokok 

Pasal 80 

Paragraf l 
Kedudukan 

Pasa! 79 

Inspektorat adalah unsur pengawas pcnyelenggaraan pemerintahan daerah di 
Kabupaten yang dipimpin oleh seoeang Inspektur, bertanggung jawab ~ung 
kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris 
Daerah. 

Bagi.an Kedua 
lnspektorat 
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Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam P~ 84, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fimgsi : 
a. perumusan kebijakan teknis perencanaan; 

b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah; 

Pa:ragraf 3 
Fungsi 

Pasal 85 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pereocanaan pembangunan 
daerah. 

Paragraf 2 
Tugas Pokok 

Pasal 84 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adaJah unsur pereneana penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang dipimpin olch seorang Kepala Badan. berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal 83 

Bagian Ketiga 
Badan Penncan••n Pembanpaan Daerah 

f. Inspelctur Pembantu Wilayah IV, membawahi: 
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. 

g, Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 
keterampilannya. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb dipimpin oleh seorang 
Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada lnspektur. 

(3) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c, ~ e 
dan f, masing-masing dipimpin oleh seonmg Inspektur Pembantu Wilayah yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. 

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayal (1) hmuf b, masing- 
masing dipimpin oleh. seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

(S) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, ~ e, dan f masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah yang bersangkutan. 

(6) K.elompok Jahatan FungsionaJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, 
dipimpin oleh seoeang Pejabat Fungsional Seoior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggung jawab kepada Inspeldur. 

(7) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantwn daJmn Lampiran 
XX, merupakan bagian yang tidak terpisahlcan dari Pcraturan Daerab. ini, 
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( 1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari : 

a Kepala Sadan. 
b. Sekretariat, membawahi: 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Perencaaaan; 
3. Sub Bagi.an Keuangan. 

c. Bidang Bkonomi, membawahi : 
1. Suh Bidang Pertanian, Perikaaan, Pariwisata, Kehutanan dan Perkebunan; 
2. Suh Bidang Industri, Dunia Usaha, Kenangan dan Pertambangan. 

d. Bidang Pemerintah, Sosial dan Budaya, membawahi : 
1. Suh Bidang Pemerintahan dan Kependudukan; 
2. Sub Bidang Pendidikaa, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. 

e. Bidang Sarana dan Prasanma Wilayah, membawahi : 
l. Sub Bidang Tata Rwmg dan Lingk:ungan Hidup; 
2. Sub Bidang Prasanma Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 

Permulciman dan Pengairan. 
f. Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, membawahi : 

l. Sub Bidang Pemantaaan, Pengendalian dan Analisis Data; 
2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan. 

g. Unit Pelaksana Teknis, 
h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsiooal yang 

terbagi daWn berbagai kelompok sesuai dengan bidang keablian dan 
keterampilannya 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, dipi:mpin oleh seorang 
Sekretaris yang berada dibewah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sadan. 

(3) Bidang-Bidang sebagaimana di maksud pada ayat ( 1) huruf c, d, e dan f, masing- 
masing dipimpin oleb. seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala BOOan. 

(4) Sub Bagiaa-Sub Bagiaa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hmuf b~ masing- 
masing dipimpio oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan. 

(5) Suh Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, d, e, dan f 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. 

(6) Kelompok Jabatan Funpional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, 
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(7) Bagan Strnktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
sebagaimana tercantum dalam Lampi.ran XXI, merupakan bagian yang tidalc 
terpjsal>kan dari Peraturan Daerah ini. 

Paragraf 4 
Susunan Organisasi 

p~ 86 

c. pembinaan dan pelaJcsanMn tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; 

d. pelayaaan adminstratif; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 
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Paragraf 4 
Susunan Organisasi 

Pasal 90 

(1) Susurum Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah, terdi.ri dari: 
a. Kepala Badan. 

b. Sekretariat, membawahi : 
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Perencanaa.n; 
3. Sub Bagian Keuangan. 

c, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Bina Lingkuogan, membawahi: 
I. Sub Bidang Pengendalian Pencemanm; 
2. Sub Bidang Bina Lingkungan. 

d. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam. membawahi; 
I. Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam; 
2. Sub Bidang Tata Lingkungan. 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasa\ 88, Badan 
Lingkungan Hidup Daerah menyelenggaralcan fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup daerah; 
h. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang 

lingkungan hidup daerah; 
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup daerah; 

d. pelayanan adminstratif; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsi Badan Lingkungan Hidup Dae:rah. 

Paragraf 3 
Fungsi 

Pasal 89 

Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas pokok mel.aksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijalcan yang bersifat spesifik dibidang lingkungan 
hidup daerah berdasarkan asas otonom.i dan tugas pembantuaa, serta tugas lain 
sesuai dengan kebijalcan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peratunm 
Penmdang-tmdangan yang berlaku. 

Paragraf 2 
Tugas Pokok 

Pasal 88 

Badan Lingkungan Hidup Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah 
dibidang lingkungan hidup daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 1 
K.edudukan 
Pasal 87 

Bagian Keempat 
Badan Linglamgan Hidap Daenh 
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Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok: melaksanakao 
penyusunan dan pelaksaoaan kebijakan yang bersifat spesifik dibidang 
pemberdayaan masyarakat desa/K.elurahan berdasarkan asas otonom.i dan tugas 
pembanfuan. serta tugas lain sesuai deogan kebijakan yang ditetspkan oleh Bupati 
berdasarkan peraturan Pemndamg-m>dangan yang berlaku. 

Paragraf 2 
TugasPokok 

Pasa.1 92 

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah unsur pendulrung tugas Kepala 
Daerah dibidang pemberdayaan mmyamkat desa yang dipimpin okh seoraog 
Kepala Badan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

Paragraf I 
Kedudukan 

Pasa.l 91 

Bagian Kelima 
Badan Pembenlayaaa Masyarakat Besa 

e. Bidang Pengkajian Dampak. Lingkungan, membawahi : 
I. Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); 
2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas. 

f. Bidang Pengawasan dan Penegalam Hukum L~ membawahi : 
I. Sub Bidang Pengawasan Lingkungan Hidup; 
2. Sub Bidang Penegakan Hukum. 

g. Unit Pelaksanaan Teknis, 
h. Kelompok Jebetan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungmooal yang 

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 
keterampilannya.. 

(2) Sekretariat sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) hurufb, dipimpin oleb S(;()rang 
Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Baden 

(3) Bidang-Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan ~ masiag- 
masing dipimpin oleh seorang Kepa)a Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagajmana dimaksud pada ayat (I) hmuf b, masing- 
masing dipimpin oJeh seonmg Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan 

(5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, d, e, dan f 
masing-masing dipimpin o)eh seonmg Kepala Sub Bidang yang berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Kq>ala Bidang yang beisangkutan. 

(6) Kelompok Jabatan Fungsiooal sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf h, 
dipimpin oleb seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggung jawab kepada Kepa1a Badan. 

(7) Bagan S1Iuktur ~ Badan Linglmngan Hidup Daerah sebagaimana 
teJcantum dalam Lampinm XXIl, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Oaerah ini. 
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Paragraf 4 
Susunan Organisasi 

Pasal 94 

(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari : 

a. Kepala Badan. 
b. Sekretariat, membawahi : 

1. Sub Bagian Umwn dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Perencanaan; 
3. Sub Bagian Keuangan; 

e. Bidang Ketahanan dan Tata Masyaraka1, membawahi: 
1. Sub Bidang Peagembangan, Ketahanan Masyarakat, Evaluasi dan Lomba 

Desa; 
2. Sub Bidang Musrenbangdes dan Keterampilan Masyaralcat; 

d. Bidang Pemberdayaan Swadaya Masyarakat. membawahi : 
1. Sub Bidang Peningkatan Swadaya ~yaralcat dan Presarana Dasar 

Masyarakat; 
2. Sub Bidang Bina Perumahan dan Lingk:ungan; 

e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi ~Y~ membawahi : 
1. Sub Bidang Bantuan Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat. 
2. Sub Bidang Pemberdayaan Teknologi Pedesaan. 

f. Bidang Pemerintahan Desall{elurahan. membawahi : 
1. Sub Bidang Bina Pendapataa dan Kekayaan Desa; 
2. Sub Bidang Bina Lem.baga dan Perangkat Desa/Kelurahan. 

g, Unit Pelaksana Teknis. 
h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang 

t.crbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 
keterampilannya. 

(2) Sekretariat sebagaimana di.maksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang 
Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada KepaJa Badan. 

•.... . ·. ·. 
(3) Bidang-Bidang sebagaimana di m~ pada ayat (1) hurof c, d, e dan f, masing- 

masing dipimpin oleb seonmg Kepa)a Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan, 

Untuk melaksanakan togas pokok sebagaimana dimaksud dahun Pasal 92. Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa meoyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat desa/K.elurahan; 
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintaban daerah dibidang 

pemberdayaan masyarakat desa/KelUI3han; 
e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat 

desa/Kelurahan; 
d. pe1ayanan adminstratif; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleb Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsi Badan Pem.berdayaan Masyaralcat Desa. 

Paragraf 3 
Fungsi 

Pasal 93 
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Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 96, Badan 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi : 

a perumusan kebijakan teknis dibidaag pemberdayaan perempuan dan keluarga 
berencana; 

b. pemberian dukungan alas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang 
pemberdayaan perempuan clan keluarga berencana; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan perempuan dan 
keluarga berencana; 

d. pelayanan adminstratif; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

:fungs.i Badan Pemberdayaan Perempuan dan Kcluarga Berencana. 

Peragraf 3 
Fungsi 

Pasal 97 

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok 
melaksanakan penyusunan dan pelaksaaaan kebijakan yang bersifat spesifik 
dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana beidasarkan asas 
otonomi dan tugas pemhentuan., serta tugas lain sesuai deng,an kebijakan yang 
ditetapkan oleh Bupati berdasarlcan peraturan Penmdang-uru:langan yang berlaku. 

Paragraf 2 
Tugas Pokok 

PasaJ 96 

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah unsur pendukung 
tugas Kepala Daerah dibidang pemberdayaan peermpuan dan keluarga berencana 
yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf l 
K.edudukan 
Pasal 95 

Bagian Keenam 
Badan Penaberdayaan Perempuan dan Kelurga Bereucana 

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing- 
masing dipimpin oleh seoraag Kepa)a Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Baden. 

(5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, dan f 
masing-masing dipimpin oleb seorang Kepa)a Sub Bidang yang berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf Ii, 
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok clan 
bertmggungja\Wb kepada Kepala Badan. 

(7) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran xxm. merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peratunm Daerah ini. 
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(l) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, 
terdiri dari: 
a Kepala Badan, 

b, Sekretariat, membawahi : 
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Perencanaan; 
3. Sub Bagian Keuangan. 

e. Bidang Data dan Informasi, membawahi : 
1. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data; 
2. Sub Bidang Data dao Evaluasi Program. 

d. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana, membawahi : 
1. Sub Bidang Operasiona1 KB/KR; 
2. Sub Bidang Operasional KS/PK. 

e. Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera. membawahi : 
1. Sub Bidang Pembetdayaan clan Ketahanan Kehiarga; 
2. Sub Bidang AK.IE dan Penggerak:an Masyarakat. 

f. Bidang Pemberdayaan Perempuan., membawahi : 
1. Sub Bidang Perlindungan Perempuan clan Anak; 
2. Sub Bidang Pemberdayaan. Partisipasi Aktif Perempuao clan Kesetaraan 

Gender. 
g. Unit Pelaksana Teknis, 

b. Kelompok Jabatan FungsiooaJ, terdiri dari sejumlah jabatan ftmgsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 
kcterampilannya. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang 
Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawah kepada Kepala Badan 

(3) Bidang-Bidang sebegaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(4) Sub Bagian-Suh Bagian sebagaimaoa dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Ktpala Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan. 

(S) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf c, d, e, clan f 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah - 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. 

(6) Kelompok Jahatan Fungsiona1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, 
dipimpin oJeh seorang Pejabal FungsionaJ Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 

(7) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV, merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Paragraf 4 
Susunan Orgaaisasi 

Pa.W 98 
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(2) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari: 
a. Kepala Badan. 
b. Sekretariat, m.embawahi : 

1. Sub Bagian Um.um dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Pereneanaan, Evaluasi dan Peleporan; 
3. Sub .Bagian Keuangan, 

c. Bidang Kepangkatan dan Penggaiian, membawahi : 
1. Sub Bidang Fungsional Guru; 
2. Sub Bidang Struktural, Fungsional Lain dan Non Struktural Umum. 

Paragraf 4 
Susunan Organisasi 

Pasal 102 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud daJam Pasal 100~ Badan 
Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian daerah; 

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang 
kepegawaian daerah; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian daerah; 
d. pelayanan adminstratif; dan 

e. pelalcsanaan tugas lain yang diberi.kan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsi Badan Kepegawaian Daerah, 

Paragraf 3 
Fungsi 

Pasal 101 

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan 
dan pelaksanaen kebijakan yang bersifat spesifik dibidang kepegawaian daerah 
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan 
kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peratunm Penmdang-undangan 
yang berlaku. 

Paragraf 2 
TugasPokok 

Pasal 100 

8adan Kepegawaian Daerah adaJah unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang 
kepegawaian daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bad~ berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 1 
Kedudukan 

Pasal 99 

Bagian Ketujuh 

Badaa Kepegawaian Daerah 
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Badan Pendidikan dan Latiban mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan 
dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik dibidang pendidikan dan lalihan 
berdasarkan asas otonomi dan togas pem~ serta tugas lain sesuai dengan 
kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pemturan Penmdang-undangan 
yang berlaku. 

Badan Pendidikaa dan Whan adalah unsur pendukung tugas KepaJa Daerah 
dibidang pendidikan dan Jatihan yang dipimpin oleh seorang Kepala Ba<Jan, berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 2 
Tugas Pokok 

Pasal 104 

Paragraf 1 
K.edndnbn 
Pasal 103 

Bagian Kedelapan 
Badan Peodidikan clan Latiban 

d. Bidang Pengembangan, membawahi : 
1. Sub Bidang Mutasi; 
2. Sub Bidang Seleksi, Penehtian, Pendidikan dan Pembinaan. 

e. Bidang Pengadsen dan Pemberhentian Pegawai, membawahi : 
1. Sub Bidang Penyusunan Formasi dan Pengadaan Pegawai; 
2. Sub Bidang Kesejahteraan dan Pemberhentian Pegawai. 

f. Bidang Dokumemasi dan Informasi Kepegawaian, membawahi : 
1. Sub Bidang Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data; 
2. Sub Bidang Penataan dan Pemeliharaan Dokumentasi. 

g. Unit Pelaksana T eknis. 

h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejwnlah jabatan fungsional 
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang lreahlian dan 
keterampilannya. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, dipimpin oleh seorang 
Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, 

(3) Bidang-Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf e, cl, e dan f, 
masing-masing dipimpin oleh seonmg Kepala Bidang yang berada dibawah dan 
be.rtanggung jawab kepada Kepala Badan 

( 4) Sub Bagian-Sub Begian sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) huruf b, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Baden 

(5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagai.mana dimaksud pada ayat (l) huruf c, cl, e, dan 
f masing~mamg dipimpin oleh seonmg Kepala Sub Bidang yang berada 
dibaweh dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, 
dipimpin oleh seonmg Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan, 

(7) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tereantum 
dalam Lampinm XXV, ruerupabn bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 
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(1) Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Latihan, terdiri dari: 

a. Kepala Badan. 
b. Sekretariat., membawahi: 

1. Sub Bawan Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Perencanaan; 
3. Sub Bagian Keuangan. 

c.Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahi: 
t. Sub Bidang Analisa Kebutuban Diktat dan Kerjasama; 
2. Sub Bidang Pembinaan Kedildatan. 

d. Bidang Penjenjangan., membawahi : 
1. Sub Bidang Penjenjangan Dasar; 
2. Sub Bidang Penjenjangan Umum.. 

e. Bidang Tebni.k dan Fungsional, membawahi: 
1. Sub Bidang Tehnik; 
2. Sub Bidang Fungsional. 

f. Bidang Kemesyarakatan, membawahi : 
1. Sub Bidang Dik:lat Kemasyarakatan; 
2. Sub Bidang Pengembangan dan Pemasaran. 

g, Unit Pelaksana Teknis. 

h. Kelompok Jabatan Fungsioeal, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang 
terbagi da1arn berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 
keterampilannya. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hwuf b, dipimpin oleh seorang 
Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan 

(3) Bidang-Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing- 
masing dipimpin oleh seorang K.epala Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 

( 4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang be.mda dibaweh dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan. 

Paragraf 4 
Susunan Organisasi 

Pasal 106 

Untuk melaksanakan top pokok sebagaimana dimabud dalam Pasal l 04, Badan 
Pendidikan dan Latiban menyelenggaralcan fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan 1atiban; 

b, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang 
pendidikan dan latihan; 

c. pembinaan dan pelaksanaan top dibidang pendidikan dan Ja.tihan; 

d. pelayanan adminstratif; clan 
e. pelaksanaan top lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsi Badan Pendidikan dan Uttihan 

Paragraf 3 
Fungsi 

Pasal 105 
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Untuk meJaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Badan 
Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi : 

a perumusan kebijakan teknis dibidang krtabanan pangan; 

b, pemberian dukungan alas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang 
ketahanan pangan; 

c. pembinaan dan petaksaasan tugas dibidang ketahanan pangao; 
d. pelayanan adminstratif; dan 

e. pelaksanaan tuges lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsi Badan Ketahanan Pangan. 

Paragraf 3 
Fungsi 

Pasal 109 

Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanalcan penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik dibidang Ketahanan Pangan 
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas Iain sesuai dengan 
kebijakan yang ditetaplcan oleh Bupati berdasarkan pemturan Perundang-undangan 
yang berlalcu. 

Badan Ketahanan Pangan adalah unsur pendukung togas Kepala I>aerah dibidang 
Ketahanan Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala B~ berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretmis Daerah. 

Paragraf 2 
TugasPokok 

Pasal 108 

Paragraf 1 
Kedudukan 
Pasal 107 

Bagian Kesembilan 
Badan Ketshanan Pangan 

(5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pad.a ayat ( 1) huruf c, d, e, dan f 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (I) buruf h, 
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsioaal Senior sebagaj Ketua Kelompok dan 
bertanggungjawab kepada K.epala Badan 

(7) Bagan Struktur Organisasi Bad.an Pendidikaa dan Latihan sebagaimana 
tercantmn dalam Lampiran xxn merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini. 
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Paragraf 4 
Susunan Orgaaisasi 

Pasal 110 

(1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan. terdiri dari: 
a. Kepa)a Badan. 

b. Sekretariat, membawahi : 
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; 
3. Sub Bagian Keuangan 

c. Bidang Ketersediaan dan K.erawanan Pangan, membawahi : 
1. Sub Bidang Ketersedian dan Cadangan Pangan; 
2. Sub Bidang Kerawanan Pangan. 

d. Bidang Distribusi dan Barga Pangan, membawahi: 
1. Sub Bidang Distribusi Pangan dan Akses Pangan; 
2. Sub Bidang Harga dan Akses Pangan. 

e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, membawahi : 
1. Sub Bidang Konsumsi Pangan; 
2. Sub Bidang Penganekaragaman Pangan. 

f. Bidang Mutu dan Keamanan Pangan, membawahi : 
1. Sub Bidang Mutu Pangan dan Gizi; 
2. Sub Bidang Keamanan Pangan. 

g. Unit Pelaksana Teknis. 
h. Kelompok Jabatan Fungsiooal, teniiri dari sejumlah jabatan fungsional 

yang terbagi dalam berbagai kelompok. sesuai dengan bidang keahlian dan 
keterampilannya. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hw"Uf b, dipimpin oleh seorang 
Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 

(3) Bidang-Bidang sebagaimaoa di maksud pada ayat (1) huruf e, d, e dan f, 
masing-masing dipimpin oleh seonmg Kepa]a Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Raden 

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimabud pada ayat (1) huruf b, ™ing- 
masing clipimpin oleh seonmg Kepa)a Sub Bagian yang berada dibawab. dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan. 

(S) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimabud pada ayat (1) huruf e, cl; e, dan 
f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, 
clipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan 

(7) Bagan Strulctur Organisasi Badan K.etahanan Pangan sebagaimana tercantum 
dalam L.ampiran XXVII, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

49 



(1) Susunan Organisasi Badan Ke:satuan Bangsa, Politik dan Pedindungan 
Masyarakat, terdiri dari: 
a. Kepala Badan. 

b. Sekretariat, membawahi : 
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Perencanaan; 
3. Sub Bagian Keuangan, 

Paragraf 4 
Susunan Organisasi 

Pasal 114 

Untuk melaksanakan tugu pokok sebagaimana dimaksud daJam Pasal 112., Badan 
Kesatuan Bengsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggaralcan ~i : 

a. perumusan kebijakan telcnis dibidang kec;ah1an bangsa, politik dan perlindungan 
masyarakat; 

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintaban daerah dibidang 
kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; 

c. pembinaao dan peJaksanaan tugas dibidang kec;atnan bangsa, politik dan 
perlindungan nwyarakat; 

d. pelayanan adminstmtif; dan 

e. pdaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tuges dan 
fungsi Badan K.esatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. 

Paragraf 3 
Fungsi 

Pasal 113 

Badan Kesemsn Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas 
pokok me)aksanakan pcnyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik 
dibidang kesatwm bangsa. politik dan perlindungan masyarakat berdasarkan asas 
otonomi dan tugas pemban~ serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang 
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peratunm Penmdang-undangan yang berlaku. 

Paragraf 2 
Tugas Pokok 

Pasal 112 

Paragraf 1 
Kedudukan 
Pa.W 111 

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur 
pendukung tugu Kepala Daerah dibidang kesatuan bangsa, politik: dan perlindungan 
masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Sadan, berada dJ.l:owah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati me1alui Sebdaris Daerah. 

Bagian Kesepluh 
Badan Kesatua• Baagsa., Politik 
da• Perlindungan Masyarakat 
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Rumah Sakit Umum Daerah Kalianda mempunyai tugas pokok melaksanakan 
penyusuaan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifal spesifik dibidang sarana 
kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai 
dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupali berdasarkan peraturan Perundang- 
undangan yang berlaku. 

Paragraf 2 
Tugas Pokok 

Pasal 116 

Rumah Sakit Umum Daerah Kalianda adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah 
dibidang sarana kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur, berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Bupati melaJui Sekretaris Daerah, 

Paragraf l 
Kedudukan 
Pasal 115 

Bagian Kesebelas 
Rruaa• Sakit Umam Daerah Kalia•da 

c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi : 
1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan; 
2. Sub Bidang Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. 

d. Bidang Pengkajian Masalah Sosial Politik, membawah.i: 
1. Sub Bidang lpoleksosbud; 
2. Sub Bidang Pemilu. 

e. Bidang Perlindungan Masyarakat., membawahi : 
1. Sub Bidang Kebencanaan; 
2. Sub Bidang Sumber Daya Manusia. 

f. Unit Pelaksana Teknis. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumJah jabatan fungsional 
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 
keterampilannya. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang 
Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 

(3) Bidang-Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (l) huruf c, d dan e, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang be.rada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan 

(5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c, d dan e 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. 

( 6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf g, 
dipimpin oleb seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 

(7) Bagan Struk.tur Orgaaisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 
Ma,,yarabt sebagaimana tercantwn dalam Lampiran xxvm, merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peratunm Daerah ini. 
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(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, rnasing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. 

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, d dan e, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah. dan 
bcrtanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. 

(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, dipirnpin oleh 
seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada dibawah. dan bertanggung 
jawab kepada Direktur. 

(3) Bidang-Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (l) huruf c, d dan e, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kcpala Bidang yang berada dibawab dan 
bertanggungjawab kepada Direktur. 

(1) Susunan Organisasi Rwnah Sakit Umum Daerah. Kalianda, terdiri dari: 

a. Direktur. 

b. Bagian Tata Usaha, membawahi : 
J. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Perencanaan; 
3. Suh Bagian Keuangan. 

e. Bidang Pelayanan Medis, membawahi : 
1. Scksi Pengendalian Mutu Pelayanan Medis; 
2. Seksi Pengendalian Fasilitas Pelayanan Medis. 

d. Bidang Keperawatan, rnembawahi : 
1. Scksi Etika dan Mutu Keperawatan; 
2. Seksi Logistik Keperawatan. 

e. Bidang Penunjang Medis, membawahi : 
l . Seksi Kualitas/ Alat Penunjang; 
2. Seksi Pengembangan Sarena Pcnunjang. 

f Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejwnlah jabatan fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelornpok sesuai dengan bidang keahlian dan 
keterampilannya. 

Paragraf 4 
Susunan Organisasi 

Pasal 118 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 16, Rumah 
Sakit Umum Daerah Kalianda rnenyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis dibidang sarana kesehatan; 

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang 
sarana kesehatan: 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sarana kesehatan; 

d. pelayanan adrninstratif; dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleb Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kalianda. 

Paragraf 3 
Fungsi 

Pasal 117 
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Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam P~ 120, Saman 
Palisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan lcebijakan teknis dibidang satuan polisi pamoog praja; 
b. pemberian dukungan aw penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang satuan 

polisi pamong praja ; 
e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang satuan polisi pamoog praja; 
d. pelayanan adminstratif; dan 
e. pelaksanaaa tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi 

Saruan Palisi Pamong Praja. 

Paragraf 3 
Fungsi 

Pasal 121 

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusnnao dan 
pelaksanaan kebijakan yang bersifar spesifik clibidang polisi pamong praja 
berdasarkan asas otooomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan 
kebijakan yang clitetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Penmdang-undangan 
yang berlak:u. 

Paragraf 2 
Tugas Pokok 
Pasal 120 

Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pendukuog. tugas Kepala Daerah dibidang 
polisi pamong praja yang dipimpin oleh seorang Kepala Saruan, berada dibawah dan 
be:rtanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 1 
Kedudukan 
Pasal 119 

Bagian Kedua Belas 
Satun Polisi pamong Praja 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, 
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(7) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sak:it Umum Daerah Kalianda sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran XXIX, merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini. 
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Paragraf 2 
TugasPokok 

Pasal 124 

Kantor Perpustalcaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok 
melaksanakan penyusunan dan pe1aksanaan kebijakan yang bersifat spesifik 
dibidang P~ arsip dan dokumemasi berdasarkan asas otonomi dan tugas 
pem~ serta tugas lain sesuai deogan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati 
berdasarkan peratura:n Penmdang-undangan yang berlaku. 

Kantor Perpustakaan, Arsip clan Dolrum.entasi adalah unsur pendukung tugas Kepala 
Daerah dibidang perpustakaan, arsip dan dokwnentasi yang dipimpin oleh seo.rang 
Kepala Kantor, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

Paragraf 1 
Kedudukan 
Pasal 123 

Bagian Ketiga Betas 
Kutor Pet'J)•11ak••n, Anip clan Dokumeatasi 

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari: 

a. Kepala Saman; 

b, Sub Bagian Tata Usaha; 

c. Seksi Pembinaan Operasional; 

d. Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan; 

e. Seksi Pengembangan Kapasitas; 

f. Kelompok Jabaten Fungsional, terdiri dari sejumlah jahatan fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 
keterampilannya. 

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dllnaksud pada ayat (1) hurufb, dipimpin 
oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepa)a Satuan 

(3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf ct d dan e, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Saruan. 

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, 
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Ke]ompok dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Saruan. 

(5) Bagan Struklur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum 
daJam Lampinm ~ merupakan bagian yang tidak terpisahlcan dari Peraturan 
Daerah ini, 

Paragraf 4 
Susunan Organisasi 

Pasal 122 
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(1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari: 

a. Kepala Kantor; 

b. Sub Bagian Tata Usaha; 

c. Seksi Perpustakaan; 

d. Seksi Kearsipan; 

e. Seksi Dokmnentasi; 

f. K.elompok Jabatan Pungsioaal, terdiri dari sejumJah jabatan fungsional 
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 
ketemmpilannya. 

(2) Sub Bagi.an Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin 
oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan 
bert:anggung jawab kepada Kepala Kantor. 

(3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksod pada ayat (1) huruf c, d dan e, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. 

(4) Kelompok Jebatan Fungsional sebagaimana dimak:sud pad.a ayat (1) huruf f, 
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai K.etua K.elompok dan 
bertanggungjawab kepada Kepa)a Kantor. 

(5) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 
sebagaimana tercantum dalm:n Lampiran XXXI, merupaka.n bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Paragraf 4 
Susunan Orgaoisasi 

Pasal 126 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 124, Kantor 
P~ Arsip dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan lcebijakan teknis dibidang ~ arsip dan dokumentasi; 

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerimahan daerah dibidang 
perpustakaan, arsip dan dokumentasi; 

c. pembinaan dan pelaksanaan ~ dibidang ~ arsip dan 
dokumentasi; 

d. pelayanan adminstratif; dan 
e. pelaksanaan ~ lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ~ dan 

fungsi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokmnentasi. 

Pa:ragraf 3 
Fungsi 

Pasal 125 
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(1) Susunaa Organisasi Kantor penelitian, pengembangan dan Statistik, terdiri dari: 
a Kepala Kantor; 
b, Sub Bagian Tata Usaha; 

c. Seksi Data Statistik; 

d. Scksi Penelitian Pengembangan Perekonomian, Pemerintahan dan Sosial 
Buda ya; 

e. Seksi Penelitian Pengembangan Sarana Prasanma Wilayah; 

Paragraf 4 
Susunan Organisasi 

Pasal 130 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Kantor 
Penelitian, Pengem.bangan dan Statistik. menyelenggarakan fungsi : 

a perumusan kebijakan teknis dibidang penelitian, pengembangan dan statistik; 

b, pemberian dukungan aw penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang 
penelitian, pengembangan dan statistik; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penelitian, pengembangan dan 
statistik; 

d. pelayaoan adm.instratif; dan 

e. pelaksaeaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsi Kantor peneJitian. pengembangan dan statisti.k. 

Paragraf 3 
Fungsi 

Pasal 129 

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai tugas pokok 
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik 
dibidang penelitian, pengembangan dan staristik berdasarkan asas otonomi dan 
tugas pembantuan, serta tugas Jain sesaai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh 
Bupati berdasarkan peraturan Penmdang-undangan yang berlaku. 

Paragraf 2 
Tugas Pokok 

Pasal 128 

Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik adalah unsur pendulrung tugas 
Kepala Daerah dibidang penelitian, pengembangan dan statistik yang dipimpin oleh 
seorang Kepala Kantor, berada dibawah dan bemmggung jawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah 

Paragraf I 
Kedudukan 
Pasal 127 

Bagian Keempat Belas 
Kantor Peaelitian, Peqembanpn dan Statistik 
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(I) Susunan Organisasi Badan. Pe1aksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 
Kehutanan, terdiri dari: 
a. KepaJa Badan. 
b. Sekretariat, membawahi: 

I. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Perencanan; 
3. Sub Ragian Keuangan 

Paragraf 4 
Susunan Organisasi 

Pasal 139 

Untuk melaksanakan togas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137,. Badan 
Pelaksana Penyuluhan Pertaaian, Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan 
fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, 

perikanan dan kehntanan; 

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang 
pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; 

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelaksanaan penyuluhan penanian, 
perikanan dan kehutanan; 

d. pelayanan administratif, dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi 
Badan Pelaksana Penyuluhan Pet1anian, Perikanan dan Kebntanan 

Paragraf 3 
Fungsi 

Pasal 138 

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas 
pokok melaksanakan penymunan dan pelaksaaaan kebijabn yang bersifat spesifik 
dibidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehntanan berdasarkan 
asas otonomi dan tugm pembann1an, serta ~ lain sesuai dengan kebijakan yang 
ditetapb.n oleh Bupati berdasarkan peraturan Penmdang-undangan yang berlaku. 

Paragraf 2 
Tugas Pokok 

Pasal 137 

Badan Pelalcsana Penyuluhan Pertanian, Perik.aoan dan Kehutanan adaJah unsur 
pendukung togas Kepala Daerah dibidang pelaksanaan penyuluhan pertaniaa, 
perilcanan dan kehutanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 1 
Kedudukan 
Pasal 136 

Bagian Pertama 
Badan Pelaksana Penyuluhan Pe.rtanian, 

Perikuan clan Kehldanan 
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Sekre~ Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelayanan tugas 
Pemenntah Daerah dibidang pelayanan perizinan yang dipimpin oleh seorang 
Kepala Sekretariat, yang be.rada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

Paragraf 1 
Kedudukan 
Pasal 140 

Bagian Kedua 
Sekretariat Pelayanan Terpadu Satu Pinta 

c. Bidang Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, membawahi: 
I. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan; 
2. Sub Bidang Kelembagaan Petani. 

d, Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, memhawahi; 
1. Sub Bidang Metologi Penyuluhan; 
2. Sub Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. 

e. Bidang Pengembangan Ketenagaan Penyu)uhan Pertanian, membawahi : 
1. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; 
2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan. 

f. Bidang Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Penyuluhan, membawahi : 
1. Sub Bidang Kemitraan Usaha; 
2. Sub Bidang Penguatan Modal. 

g, Unit Pelaksana Teknis. 
h. Kelompok Jabataa Fungsiooal, terdiri dari sejumlahjahatan fungsional yang 

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bi.dang keahlian dan 
keterampilannya. 

(2) Se.kretariat sebagaimana dimak.sud pada ayat (I) huruf b, dipimpin oleh seorang 
Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan; 

(3) Bidang-Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, 
masing-maslng dipimpin oleh seorsng Kepala Bidang yang berada dibawah dan 
bertaaggung jawab kepada Kepala Radan; 

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimak.sud pada ayat (1) huruf b, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekictaris Badan; 

(5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e. dan 
f masing-mming dipimpin oleh seorang Kepa)a Sub Bidang yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan; 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf h, 
dipimpin oleh seomng Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan; 

(7) Bagan Sttuk:tur Organisasi Sadan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan 
dan K.ehutenan sebagaimana tercantum dalam Lampinn XXXIV, merupakan 
bagian yang ti.dale terpisahksn dari Peraturan Daerah ini. 
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(1) Susunan Organisasi Sekretariat Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari : 

a Kepala Sekretariat; 

b. Sub Bagian Tata Usaha; 
c, Seksi Pela)'8IIBD; 

d. Seksi Infonnasi dan Pengaduan; 

e. Seksi Data dan Pengembangan; 

f. Kelompok Jabatan Fuagsional, terdiri dari sejumlah jabahm fungsiooal 
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai deogan bidang k~hHan dan 
ketrampilannya 

(2) Sub Bagien Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, dipimpin 
oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, yang be.rada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat; 

(3) Seksi-Seksi sebagaimana dimabud pada ayat (l) hmuf c, d dan e, masing- 
masing dipimpin oleh seonmg Kepala Seksi, yaog herada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat; 

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hmuf (. 
dipimpin oleh seorang teoaga fungsiooal Senior sebagai Kenia Kelompok dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Selcretariat; 

(5) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Pelayanan Terpadu Satu Pinto 
sebagaimana tercantum dalain Jampiran X:XXV, merupakan bagian yang tidak 
tetpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Paragraf 4 
Susunan Orgaaisasi 

Pasal 143 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, 
Sekretariat Pelayanan Terpadu Satu Pinto menyeleoggarakan fungsi ; 

a penyusunan program dan kebijakan dibidang perizinan; 

b. penyelenggaraan perizinan; 

e. pelaksaaaan koordinasi proses pelayanan periz:inan; 
d, pelaksansan administrasi pelaya.nan perizinan; 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perizinan; dan 
f. pelaksaaaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsi Sekretariat Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

Paragraf 3 
Fungsi 

Pasal 142 

Sekretariat Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas koordinasi 
penyelenggaraan dan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu 
dengan prinsip koordinasi., integrasi, sinkronisasi, simpl.ikasi clan keamanan. 

Paragraf 2 
Tugas Pokok 
Pasal 141 
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( 1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah 
kabupaten; 

(2) Keeamatan dipimpin oleh Camat; 

(3) Camat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Selcretaris Daerah. 

Bagian Kedua 
Kedadukan 
Pasal 145 

f. Keeamatan Peoengahan.; 
g. K.ecamatan Palas; 
h, Kecamatan Jati Agung; 
i, Kecamatan Ketapang; . Kecamatan Sragi; J· 
k. Kecamatan Raja Basa; 
1. Keeamatan Candi Puro; 
m. Kecamatan Merbau Mataram; 
n. Kecamatan Bakauheni; 
o. Kecamatan Tanju:ng Sari; 

p. Kecamatan Way Sulan; 

q. Kecamatan Way Panji. 

a Kecamatan Natar; 
b. Kecamatan Tanjung Bintang; 

c. K.ecamatan Kalianda; 

d. Kecamatan Sidomulyo; 
e. K.ecamatan Katibung; 

(l) Dengan Peraturan Oaerah ini dibentu1c Kecamatan se-Kabupaten Lampung 
Selatan scbagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan; 

(2) Kecamatan sebagai Bagian dari Perangkat Daerah sehagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) a<lalab : 

Bagian Kesam 
Pe•beatukan 

Pasal 144 

BAB VU 
KECAMATAN 
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g. pem.binaan sosial dan kesejahteraan rakyat; 

h. pembinaan pendidikan dan kesehatan; 

1. pelayanan penyelenggaraan pemerintaban kecamatan; 

j. pembinaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah di wilayah kerjanya; dan 
k. pelaksanaan togas lainnya yang diberikan oleh pimpinan. 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Camat 
mempunyai fungsi : 
a. pengoordinasian kegiatan yang dilaksaoakao olch Dinas D~ Lembaga 

Telmis Daerah dan instansi lainnya dalam wilayah Keeamatan; 

b. pelaksanaan pelimpahan sehagian kewenaagan pemerintahan, pembangunan 
dan pembinaan kehidu:pan kemasyarakatan dari Bupati; 

c. penyeleoggaraao tugas pem.erintahan umum dan pembinaan keagrariaan 
pertanahan serta pembinaan politik da1ain negeri; 

d. pembinaan pemerintahan desa/kelurahan; 

e. pembinaan ketentLTaman dan ket.ertibao wilayah Kecamatan; 
f. pem.binaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian. produksi 

dan distnbusi: ' 

Bagian K.eempat 
Fungsi 

Pasal 147 

c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Penmdang- 
undangan; 

d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan ummn; 

e. meogoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat 
K.ecamatan; 

f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan; dan 

g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya 
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintaban desa atau 
Kelurahan. 

(3) Pclimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dit.etapkan dengan Peraturan Bupati. 

(2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) juga menyelenggarakan tugas 
umum pemerintahan meliputi : 

a. mengoordinasibn lcegiatan pemberdayaan masyerakat; 

b, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban 
um.um; 

( l) Camat mempunyai tugas melaksanakan K.ewenangan Pemerintahan yang 
dllimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah; 

Pasal 146 

Bagian K.etiga 
Tugas Pokok 
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(1) Dengan Peratunm Daerah ini dibentuk Kelurahan se-Kabupaten Lampung 
Selatan sebagai Bagian dari Perangkat Damm Kabupaten Lampung Selatan. 

(2) Kelurahan sebagai Bagiao dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah : 
a. Kelurahan Bumi Agung Kec.amatan Kalianda; 
b. Kelurehan Kalianda Kecamatan KaJianda; 

c. Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda. 

Bagian Kesatu 
Pembeatukan 

Pasal 149 

BABVIIl 
KELURAHAN 

( 1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari : 

a. Camat; 
b. Sekretariat., membawahi : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Perencanan; 
3. Sub Bagian Keuaagan 

c. Seksi Pemerintahan; 
d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 

e. Seksi Ekonom.i dan Pembangunan; 
f. Seksi Sosial, Kesejahteraan Masyarakat. Ketenagakerjaan dan lnformasi 

Komunikasi; 

g. Seksi Pertanahan dan Tata Ruang; 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sek:retariat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, dipimpin oleh seora.ng 
Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat; 

(3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan; 

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, dan f masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Camat; 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, 
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Se:oior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertanggung jawab kepada Camat; 

(7) Bagan Struktur Orgaoisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
XXXVI, mempakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratman Daerah ini. 

Pasal 148 

Paragraf 4 
Susunan Organisasi 
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b. pemberdayaan masyarakat; 

c. pelayanan masyarakat; 

d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 

e. pemelibaraan prasarana dan fasilitas umum; 

f. pemb.inaan lembaga kemasyarakatan; dan 

g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan. 

Untuk menyelenggaraka.o. tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Lurah 
mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan; 

Bagian keempat 
Fungsi 

Pasal 151 

( 4) Menyelenggarakan urusan pemerimahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disertai dengan sarana, prasarana, pemhiayaan dan personil; 

(5) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam 
Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan penmdang-undangan 
yang berlaku. 

(1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; 

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), Lurah melaksanakan urusan 
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati; 

(3) Menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
cUsesuaikan dengan kebutuhan Keluraban dengan memperhatikan prinsip 
efisiensi dan aklmtabilitas; 

Bagian Ketiga 
TagasPokok 

P~I 150 

(3) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lwah sebagai Perangkat Daerah 
Kabupaten dibawah Kecamatan; 

( 4) Kelurahan dipimpin oleh Lurah; 
(5) Lurah berkedudukan cUbawah dan bertanggung jawab kepada Bupati m.elalui 

Camat. 
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(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis yang belum terdapat jabatan 
fungsional, terdiri dari : 
a. Kepala; 
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan 
c. Seksi, sebanyak·banyaknya 2 (dua). 

(2) Susunan Organisasi Unit PeJaksana Teknis yang sud.ah terdapat jabatan 
fungsional. terdiri dari: 
a. Kepala; 
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan 
c. K.elompok Iabatan Fungsional. 

(3) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksaaa Teknis ditctapkan dengan Peraturan 
Bupati; 

(4) Agar Dinas dan Lem.baga Teknis yang berbentuk. Badan dapat berdaya guna 
dan be.rhasil guna dalam melaksanakan ~ operasional, Bupati ~ 
peraturan Penmdang-undangan yang berlaku dapat : 
a. Membentuk. Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kebumhae; 
b. Menghapus Unit Pelaksaaa Tesnis, bila tidak dipertukan; dan 
c. Menggabungkan Unit Pclaksana Teknis, untuk memperoleh cfisiensi, 

Pasal 153 

BAB IX 
UNIT PELAKSANA TEKNIS 

( l) Susunan organisasi Kelmahan terdiri dari : 

a. Lurah; 
b. Se.kretaris Kelurahan; 

c. Seksi Pemerintahan; 
d, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 

e. Seksi Ekonomi dan Pem.bangunan; 
f. Seksi K.esejahteraan Masyarakat; 
g. Kelompok Jabatan Fungsioaal, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang 

tetbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 
ketrampilannya. 

(2) Sekretariat sebegaimana dimaksud pada ayat ( l) huruf b, dipimpin oleh seorang 
Sekretaris yang berada dibawab dan bertanggungjawah kepada Lurah. 

(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hmuf c, d, e, dan f masing- 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Lurah. 

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimaoa dimaksud pada ayat (1) huruf ~ 
dipimpin oleh seorang Pejabat Fungmonal Senior sebagai Ketua Kelompok dan 
bertenggung jawab kepada Lurah. 

(5) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
XXXVIL merupak:an bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 152 

Paragraf 4 
Susunan Organisasi 
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( 1) Sekretaris Daerah merupalran jabatan struktural eselon Ila; 
(2) Staf Ahli Bupati, Asisten, Sek:retaris Dewan, Kepala Dinas, lospektur dan 

Kepala Badan, merupakan jabalan struktural eselon Ilb; 
(3) Direktur, Kepa1a Kantor, Camat. Kepala Bagian, Sekretaris pada dinas, Badan; 

dan Inspektorat, serta Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon 
ma; 

( 4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada 
Rumah Sak:it Umwn Daerah Kaliaoda, serta Sekretaris Camat merupakan 
jabatan struktural eselon IIlb; 

(5) Lurah. Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit 
Pelaksana Teknis Dinas dan Badan merupakanjabatan struktural eselon IVa; 

( 6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada 
Unit Pelaksana Telcnis., Kepa1a Tata Usaba Sekolah Kejuruan dan Kepala Sub 
Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktwal eselon IVb; 

(7) Kepa1a Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingakat Pertama dan Kepala Tata Usaha 
Meneogah mernpakao jabatan struktural eselon Va. 

Pasal 156 

BAB XI 

ESELONPERANGKATDAERAH 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalaJn jabatan 
fungsional yang terbagi da1aJn berbagai kelompok sesuai dengan bidang 
keahlian dan keterampilannya; 

(2) Setiap kelompok dipim.pin oleh seoraag tenaga fungsional Senior yang ditunjuk 
oleh Gubemur dan bertanggungjawab Kepada Kepala Perangkat Daerah; 

(3) Jumlah jahatan Fungsional dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan 
kebutuban dan beban kerja; 

(4) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional tersebut diatur sesuai peraturan 
perundangan yang berlaku. 

Pasal 155 

( l) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan keahlian 
(2) Kelompok Jabalan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 

oleh seorang tenaga fungsional Senior seJaku ketua kelompok, yang berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Penmgkat Daerah. 

Pasal 154 

BAB X 
KEWMPOK .JABATAN FUNGSIONAL 

(5) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk satuan tugas yang bersifat non struktural dan 
yang bertugas melakukan tugas teknis operasional, perneliharaan dan 
pemanfaatan aset daerah. pelayanan kepada masyarakat demi meniogkatkan 
daya gun.a dan basil guna, 
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(1) Dalam haJ Bupati dan Wakil Bupati berhalangan, Sekretaris Daerah 
melaksanakan tugas-tugas Bupati sesuai peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku; 

(2) Apabila Kepala Perangkat Daerah herhalangan melaksaaakan tugasaya, tugas 
Kepala Perangkat Daerah dilaksanakan oleb pejahat yang ditunjuk oleh Bupati. 

Pasal 159 

( 1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi pada masing- 
masing Perangkat Daerah meneraplam prinsip koordinasi, integrasi, dan 
sinkroni.sasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan 
tugas masing-masing; 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada masing-masing Perangkat Daerah 
benanggung jawab memimpin dan mengoordinir bawahannya serta 
memberibn bimbingan dan atau petunjuk daJam. pelabanaan tugas kedinasan. 

(3) Setiap pimpinan satuan Organisasi dalam lingkungan Perangkat Daerah 
bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara be:rkala 
terhadap pelaksanaan tugas masing-masing, 

(4) Setiap pimpinan satwm Organisasi dilingkungan Penmgkat Daerah Kabupaten 
wajib melaksamkan pengawasan mekh.t (WASKA 1). 

Pmal 158 

BAB XIII 

TATAKERJA 

( 1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberheotikan oleh Gubemur atas usnlan Bupati 
dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai Peraturan 
Penmdang-undangan yang berlaku; 

(2) Sekretaris Dewan diangkat dan diberheotikan oleh Bupati atas persetujuan 
DPRD Kabupaten dari Pegawai Negeri Sipil yang telab memenuhi syarat sesuai 
Peraturan Penmdang-uodangan yang berlaku; 

(3) Semua jabatan struktural eselon Ila, ma dan Illb diangkat dan diberbenti.kan 
oleh Bupati dari Pegawa.i Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai 
Peratman Penmdang-undangan yang betlaku; 

( 4) Semua jabatao strukturaJ. eselon Na dan I Vb dapat diangkat dan diberbentikan 
oleh Sekretaris Daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati, dari 
Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Perundang- 
undangan yang berlaku; 

(5) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan strukturaJ. dila1mk.an sesuai 
peraturan Penmdang-undaogan yang berlaku. 

Pasal 157 

BAB XII 

PENGANGKATANDANPEMBERHENTIAN 
DALAMJABATAN 
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Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : 
1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selaian Nomor 43 Tahun 2001 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan se- 
Kabupaten lampung Selatan. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 
Tahun 2002 tentmg Perubahan Pertama Peralunm Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembage 
Teknis Daerah Ka.bupaten Lampung Selatan.. 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 
Tahun 2002 teotang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Ka.bupaten lampung 
Selatan Nomor 01 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah kabupaten Lampung Selatan.. 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02Tahun1007 tenting 
Organisas! dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Tcrpadu Sam Pintu Kabupaten 
Lampung Selatan. 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tabun 2007 tentang 
Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 
Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Nomor 02 Tahun 2001 tentmg Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

Pasal 163 

BAB XV 
KETENTUAN PENUfUP 

Organisasi Peraagkat Damm yang ditetapkan dalmn Peraturan Daerah ini, dapat 
ditinjau kembali dan dilakukan evaluasi selambat-Jambatnya 2 (dua) tahun sejalc. 
diundangkan. 

Pasal 162 

Kepala Bidang pada D~ dan Badan yang telah menduduki jabatan struktural 
eselon Illa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak 
kepegawaian dan hak administrasi lainnya daJam jabatan struktural eselon IIIa. 

Pasal 161 

BAB XIV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Atas dasar pertimbangan daya guna dan basil guna. masing-masing pejabat ~ 
mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat sctingk:at di bawahnya sesuai 
dengan peraturan Penmdang-undangan yang berlaku. 

Pasal 160 
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LEMBARAN DAERAB KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
T AHUN 2008 NOMOR 06 

RUSDIMALIKJ 

Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal 26 - 9 - 2008 

SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, 

WENDY MELFA 

Ditetapkao di Kalianda 
pada tanggal 2 6 - 9 - 2008 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya da1am Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan. 

Pasal 165 

Rincian tugas masing-masing Perangkat Daerah diatur dan ditetapk.an dengan 
Peraturan Bupati. 

Pasal 164 

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

70 

Research
Rectangle

Research
Rectangle

Research
Rectangle



Perlu ditinjan dan menetapkan kembali Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang sesuai dengan jiwa dan semangat se.rta ketentuan 
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-tm.dangan tersebut di atas. Adapun Perangkat 
Daerah dimaksud tenliri dari Sekrelariat Deerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli Bupati, Lembaga 
Teknis Daerah (Inspelctorat, Badan, Rumah Sak.it Umum Daerah Kalianda, Satuan dan Kantor). 
Lembaga Lain sebagai hagian dari Perangkat Daerah (Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan, Sekretariat Pelayanan Terpadu Satu Pinta), Kecamatan dan 
K.elwahan. 

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut 
di atas dan agar penyeleoggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat 
di daernh dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka : 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 43 Tahun 2000 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Keeamatan dan Pemerintah K.elurahan Se- 
Kabupaten Lam.pung Selatan. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung SeJatan Nomor 01 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Kedua Peraturan Dae.rah Kabupaten Lampung Selatan NOOlOf 05 Tahun 
2002 tentang Perubaban Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 03 Tahun 2001 teotang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan. 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentaag 
Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Talnm 
2002 t.entang Perubahan Pertama Peraturan Dae.rah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 01 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata K.erja Sekretariat Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan dan Sekretariat Dewan Pe.rwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan. 

4. Pe:raturan Damm Kabupaten Lampung Selatan Norn.or 02 Tahtm. 2007 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Sam Pinlll Kahupaten Lampung 
Selatan. 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor OS Tahun 2007 tentang 
Perubahan Kedua Pe.raturan Daerah Kabupaten Lampung SeJatan Nomor 04 Tahun 
2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 02 Tahlm 2001 tentang Organisasi dan Tata Kaja Dinas Daerah Kabupaten 
Lampung Sela.tan. 

Bahwa dengan berlakunya Undang-uadang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, Pe:raturan Pemeri.ntah Nomor 38 Tahun 2007 t.entang Pemhagian Urusaa Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintaban Damm Provinsi dan Pemerintaban Daerah Kabupaten/Kota 
dan Peraturan Pemerintab Nomor 41 T ahun 2007 tentang Organisasi Penmgkat Daerah, 
membawa perubahan yang cuk:up signifikan terkait dengan penyeleoggaraan Pemerintah Daerah 
dalam pelaksansan otonomi daerah pada umumnya dan kbususnya perubahan dari sisi 
kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian. 

I. UMUM 

PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

NOMORObTAHUN 2008 
TENT ANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TAT A KERJA 
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
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Cukup jelas, 

Pasal 17 

Cutup jelas, 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

Pasal 15 

Pertanggungjawaban K.epala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga kepada 
Bupati harus me1alui Sekretaris Daerah dimalcsudkan agar tercipta kinerja Perangkat 
Daerah secara optimal. 

Cukup jelas. 

Pasal 6 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Cukup jelas, 

Pasal 9 
Cukup jelas, 

Pasal 10 
Cukup jelas, 

Pasal 11 
Cukup jelas, 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cuk:up jelas. 

Pasal 14 

Pasal 5 

Kata "membantu Bupati" termaSUk juga membantu Wak.iJ Bupati. 
Pasal4 

Yang dimaksaJd dengan "di bawah" adalah menunjukan kedudukan dan posisi 
seseorang sebagai Sekretaris Daerah. 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 1 

n, PASAL DEMI PASAL 
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Cukup jelas. 

Pasal 33 

Culcup jelas. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 31 

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Perhubungan. Komunibsi dan Informatika 
kepada Bupati harus melalui Sekretaris Dae.rah dimaksudkan agar tereipta kinerja 
Perangkat Daerah secara optimal. 

Pasal 27 

Cukup jelas. 
Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Cukup jelas, 

Pasal 30 

Pertanggungjawaban K.epala Dinas Sosial, Tenaga Kerja clan Tnmsmigrasi kepada 
Bupati Imus melalui Sekretaris Daerah dimaksudlcan agar tercipta kinerja Perangkat 
Daerah secara optimal. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 
Cukup jelas, 

Pasal 25 
Cukup jelas. 

Pasal 26 

Pertanggungjawaban K.epala D~ K.ependudukan dan Catatan Sipil kepada Bupari 
harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat 
Daerah secara optimal. 

Pasal 19 
Cukup jeles. 

Pasal 20 
Cukup jelas. 

Pasal 21 
Cukup jelas. 

Pasal 22 

Pertanggungjawaban K.epala Dinas Kesebatan kepada Bupati barus melalui 
Sekretaris Daemh dimak:sudkan agar tereipta kinerja Perangkat Daerah secara 
optimal. 

Pasal 18 

73 



Cukup jelas. 

Pasal49 

Cukup jelas, 

Pasal48 

Cukup jelas. 

Pasal 47 

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortik:ultura 
kepada Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dirnaksudkan agar tercipta kinerja 
Perangkat Daerah secara optimal. 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

Pasal 44 

Cukup jelas, 

Pasal 45 
Cukup jelas. 

Pasal46 

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Pertam.bangan dan Energi kepada Bupati barus 
melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah 
secara optima]. 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

Pasal40 

Cukup jelas. 

Pasal 41 

Cukup jelas, 

Pasal 42 

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga kepada 
Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat 
Daerah secara optimal. 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal37 

Cukup jelas. 

Pasal 38 

Pertanggungjawahan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha 
Kecil Menengab kepada Bupati ~ melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar 
tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal. 

Pasal 34 
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Pasa163 
Cukup jelas. 

Pasal 64 

Cukup jelas. 

Pasal 64 

Cukup jelas, 

Pasal 65 

Cukup jelas, 

Pertanggungjawaban Kepala D~ Perkebunan kepada Bupati harus melalui 
Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara 
optimal. 

Pasal 59 
Cukup jelas. 

Pasal 60 

Cukup jelas. 

Pasal 61 

Cukup jelas. 

Pasal62 

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Kehutanan kepada Bupati hams melalui 
Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipm kinerja Perangkat Daerah secara 
optimal. 

Pasal 55 
Cukup jelas. 

Pasal 56 

Cukup jelas, 

Pasal 57 

Cukup jelas, 

Pasal 58 

Pertanggungjawaban Kepa)a Dinas Kelautan dan Perikanan kepada Bupari harus 
melalui Sekretaris Daerah dimaksuclkan agar tercipta kinerja Perangk.at Daerah 
secara optimal. 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Cukup jelas. 

Pasal 53 

Cukup jelas, 

Pasal 54 

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Petemabn k.epada Bupati harus melalui 
Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara 
optimal. 

Pasal SO 
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Pasal 79 

Cukup jelas. 

Pasal 80 

Cukup jelas. 

pasaJ 81 

Cukup jelas, 

Pasal 82 

Cuk.up jelas. 

Pertanggungjawaban Kepala Dioas Pekerjaan Umum lc:epada Bupati barus melalui 
Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tereipta kinerja Perangkat Daerah secara 
optimal. 

Pasal 75 

Cukup jelas. 

Pasal 76 

Cukup jelas. 
Pasal 77 

Cukup jelas. 
Pasal 78 

Pertanggungjawaban Kepala Dieas Pendapatan, Pengdolaan Keuangan dan Aset 
Doerah kepada Bupati hams melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tereipta 
kinerja Perangkat Daerah secara optimal. 

Pasal 71 

Cukup jelas, 

Pasal 72 

Cukup jelas. 

Pasal 73 

Cukup jelas. 

PasaJ 74 

Pertanggungjawaban KepaJa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kepada Bupati harus 
melalui Sekretari.s Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah 
secara optimal. 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

Pasal 69 
Cukup jelas. 

PasaJ 70 

Pertanggungjawaban KepaJa Dinas P~ dan Kebersiban kepada Bupati harus 
melalui Sekretari.s Daerah dimaksudkan agar tereipta kinerja Perangkat Daemh 
secara optimal. 

Pasal 66 
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Cu1cup jelas, 

Pasal 98 
Cu1cup jelas, 

Pasal 97 
Cukup jelas. 

Pasal 96 

Pertanggungjawaban Kepala Badan Pembenlayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana kepada Bupati harus melalui Sekretaris Dserah dimaksudkan agar 
tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal. 

Pasal 92 
Cukup jelas. 

Pasal 93 

Cukup jelas, 
Pasal 94 

Cukup jelas. 
Pasal 95 

Pertanggungjawaban Kepala Badan Pembenlayaan ~arakat Desa kepada Bupati 
harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat 
Daerah secara optimal. 

Pasal 88 
Cukup jelas. 

Pasal 89 

Cukup jelas. 
Pasal 90 

Cu1cup jelas. 
Pasal 91 

Pertanggungjawaban K.epala Baden Lingkungan Hidup Daerah kepada Bupati harus 
melalui Sekretaris Dae.rah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah 
secara optimal. 

Pasal 84 
Cukup jelas, 

Pasal 85 
Cukup jelas. 

Pasal 86 
Cu1cup jelas. 

P8W87 

Pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada 
Bupati harus melalui Selcretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat 
Daerah secara optimal. 

Pasal 83 
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Cukup jeJas. 

Pasal 114 
Cukup [elas, 

Pasal 113 
Cukup jelas. 

PasaJ 112 

Pertanggungjawaban Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 
Masyarakat kepada Bupati harus melalui Sekretaris Deerah dimaksudkan agar 
tercipta kinerja Perangkat Deerah seca:ra optimal. 

Pasal 108 
Cukup jelas. 

Pasal 109 
Cukup jelas. 

Pasal 110 
Cukup jelas, 

Pasal l 11 

Pertanggungiawabao Kepala Badan Ketabanan Pangan kepada Bupati harus meJalui 
Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Penmgkat Daerah secara 
optimal. 

Pasal 104 

Cukup jelas. 

Pasal 105 
Cukup jelas, 

Pasal 106 
Cukup jelas. 

Pass\ 107 

Pertanggungjawaban Kepela Badan Pendidikan dan Latihan kepada Bupati harus 
melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah 
secara optimal. 

Pasal 100 
Cukup jelas. 

Pasal 101 

Cukup jelas. 

Pasal 102 
Cukup jelas, 

Pasal 103 

Pertanggungiawaban Kepala Badan Kepegawaian Damm kepada Bupatl harus 
melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar terci~ kinerja Perangkat Deerah 
secara optimal. 

Pasal 99 
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Cukup jelas, 

Pasal 130 
Cukup jelas. 

Pasal 129 
Cukup jelas, 

Pasal 128 

Pertanggungjawaban Kepa)a Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik kepada 
Bupati hams meJalui Sekreraris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat 
Daerah secara optimal. 

Pasal 123 
Cukup jelas. 

PasaJ 125 
Cukup jelas. 

Pasal 126 
Cukup jelas. 

• 
Pasal 127 

Pertanggungjawaban Kepala Kantor Perpustakaan. Arsip dan Dokumentasi kepada 
Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tereipta kinetja Perangkat 
Daerah secara optimal. 

Pasal 120 
Cukup jelas. 

Pasal 121 
Cukup jelas. 

Pasal 122 
Cukup jelas. 

P3W 123 

Pertanggungjawaban Kepa)a Satuan Polisi Pamong Praja kepada Bupati harus 
melalui Sebetaris Daerah dimaksudkan agar tercipta ldnerja Perangkat Daerah 
secara optimal. 

Pasal 116 
Cukup jelas. 

P3W 117 

Cukup jelas. 

Pasal 118 
Cukup jelas. 

Pasal 119 

Pertanggungjawaban Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kalianda kepada Bupati 
harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Percmgkat 
Daerah secara optimal. 

P3W 115 
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Pertanggungjawaban Camat kepada Bupari harus melalui Sekretaris Daerah 
di.maksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal. 

Pasal 141 

Cukup jelas, 

Pasal 142 

Cukup jelas, 

Pasal 143 

Cukup jelas. 
Pasal 144 

Cukup jelas, 

Pasal 145 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas, 
Ayat (3) 

Pertanggungjawaban Kepala Sekretariat Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada 
Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat 
Daerah secara optimal. 

Pasal 137 

Cukup jelas. 

Pasal 138 

Cu.kup jelas, 
Pasal 139 

Cukup jelas. 

Pasal 140 

Pertanggungjawaban Kepala Badan Pelaksana Penyuluban Pertanian, Perikanan dan 
Kehutanan kepada Bupati harus melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar 
tereipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal. 

Pasal 132 
Cu.kup jelas. 

Pasal 133 

Cuk.up jelas. 
Pasal 134 

Cukup jelas, 

Pasal 135 

Cu.kup jelas, 
Pasal 136 

Pertmggungjawaban Kepala Kantor Penanaman Modal kepada Bupati hams 
melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah 
seeara optimal. 

Pasal 131 

80 



Cukup jelas. 

Pasal 154 

Satuan ~ merupalcan satuan unit kerja yang bersifat operasional yang 
berkedudukan lanpmg di bawah Kepala Disas, Jabatan pada satuan tugas 
merupalcan jabatan stuktural yang bersifat non-eselon, 

Ayat (5) 

Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) pada Dinas atau Badan 
disesuaikan dengan urusan, ~ poteasi, kebuhthan daerah. 
kemampuan keuangan daerab dan ketersedian sumberdaya aparatur. 

Ayat(4) 

Cukup jelas, 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Ayat(2) 

Cukup jelas, 

Ayat (1) 
Pasal 153 

Cukup jelas. 

PasaJ 152 
Cukup jelas. 

Pasal 151 
Cukup jelas, 

Pasa.l 150 

Pertanggungjawaban Lumb kepada Bupati harus melalui Camat 
dimaksudkan agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal. 

81 

Pasal 146 
Cukup jelas, 

Pasal 147 
Cukup jelas. 

Pasal 148 
Cukup jelas, 

Pasa.l 149 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas, 

Ayat (5) 



TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENLAMPUNGSELATAN 
NOMOR 06 TAHUN 2008 

Cukup jelas. 
Pasal 165 

Cukup jelas. 
Pasal 164 

Cukup jelas. 
Pasal 163 

Evaluasi terhadap jumlah, bentuk dan struktur organisasi D~ dapat dilaksanakan 
selambat-lambatnya 2 (dua) tahun, karena dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sudah 
tergambar kinerja pelaksanaaa tugas Dinas, sehingga terdapat kekunmgan dan ke- 
lemahan serta perkembangan situasi dan kondisi dapat diadakan perbaikan. 

82 

Pasal 155 

Cukup jelas. 

Pasal 156 

Cukup jelas, 

Pasal 157 

Cukup jelas. 

Pasal 158 

Cukup jelas, 

Pesa! 159 

Cukup jelas. 

Pasal 160 

Cukup jelas. 

Pasal l61 

Cukupjelas 

Pasal 162 



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
NOMOR 06 

Cukup jelas, 
Pasal 165 

Cukup jelas. 
Pasal 164 

Cukup jelas. 
Pasal 163 

Evaluasi terhadap jumlah, bentuk dan struktur organisasi Dinas dapat dilaksanakan 
selambat-lambatnya 2 (dua) tahun, karena dalam kurun waktu 2 (dua) lahun sudah 
tergambar kinerja pelaksanaan tugas D~, sebingga terdapat kekurangan dan 
kelemaban serta perkembangan situasi dan kondisi dapat diadakan perbaikan. 

82 

Pasal 156 

Cukup jelas. 

Pasal 157 

Cukup jelas. 

Pasal 158 
Cuk:up jelas. 

Pasal 159 

Cukup jelas. 

PasaJ 160 

Cukup jelas. 

Pasal 161 
Cukupjelas 

Pasal 162 
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